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ABSTRAK

Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Pendaftaran tanah di Indcnesia menganut sistem publikasi
negatif yang mengandung unsur positif, hal ini terlihat
dengan dihasilkannya suorat-surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuwuat. Sextipikat hak
atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat
yang merupakan satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah
yang diakui Undang-Undang. Dengan diberlakukan sistem
publikasi negatif vyang mengandung unsur positif banyak
menimbulkan permasalahan dalam bidang pertanahan; salah
satunya bagaimanakah keadaan pembuktian sertipikat hak
atas tanah terhadap tanda bukti girik pada suatu bidang
tanah yang terletak dilokasi yang sama dan bagaimanakah
kekuatan sertipikat hak atas tanah dapat membatalkan
kepemilikan tanah yang belum didaftar. Hal ini dapat
dijawab oleh sistem pendaftaran tanah yang mengatur bahwa
Sertipikat Hak Atas Tanah bukan merupakan suatu tanda
bukti kepemilikan yang mutlak/ sempurna tetapi merupakan
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan
data yang ada di kantor pertanahan, sedangkan tanda bukti
girik merupakan surat pengenaan pajak atas nama pemilik
tanah dan sekaligus juga merupakan tanda pembayaran pajak
sehingga bukan merupakan bukti kepemilikan. Selanjutnya
hilangnya tanah yang belum didaftar berdasarkan kekuvatan
sertipikat yang telah diterbitkan sertipikat untuk tanah
bersangkutan atas nama pihak lain dapat terjadi apabila
tanah tersebul ditelantarkan oleh pemiliknya selama suatu
jangka waktu yang diatur Undang-Undang dan pemilik asli
tanah itu dapat kehilangan haknya atas tanah yang
bersangkutan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan
yang bersifat yuridis normatif.
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ABSTRACT

For guarantying the certainty of law, government
conducting land registration all over Indonesian
territory. Indonesian land registration prepare to
negative publication system contains £o positive elements,
it proven by documents of right functicon as a powerful
evidential tool. This negative publication system contains
to positive elements, causing a lot of problem such as how
land certificate guarantee its right wversus letter c on
the same land object, and how powerful land certificate
can deny right upon unregistered land. This problem can be
solved by land registration system which stating that the
land certificate was not the most perfect ownership
evidence, but it function as the strongest evidential
tool, as long as the physical data and the juridical data
at the land office registration match, on the contrary
letter ¢ is a tax document letter, function to prove tax
payment not an ownership xight. On the other hand the
cancel of ownership right upon registered land based on
the strength o©of a certificate could happen if only the
land was abandon by the owner in the time of land act
mention could cause loss of ownership right. This thesis
using library research center point tec normative law.
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BaB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan
tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan
meningkat, balk sebagai tempat bermukim maupun
untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan
meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan,
pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat
hukum vyang tertulis, 1lengkap dan Jjelas yang
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa
dan 1isi ketentuan—-ketentuannya. Selain itu dalam
menghadapi kasus—-kasus kongkrit diperlukan Jjuga
terselenggaranya pendaftaran tanah yvang
memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah
untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah
vang dikuasainya, dan bagi para pihak vyang
berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon
kreditur, untuk memperclieh keterangan vang
diperlukan mengenai +tanah yang menjadi obyek
perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi
Pemerintah untuk malaksanakan kebijaksanaan
pertanahan.?

lPenjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahup 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tambahan lembaran Negara
Homeor 3696 Tahun 1297.
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Sebelum berlakunnya hukum tanah nasional pengaturan
hukum tanah di Indonesia diatur dalam berbagai macam
hulkum tanah, vyaitu hukum tanah Adat dan hukum tanah
Barat. Keduanya merupakan peraturan pokok yang
mengakibatkan timbulnva beberapa peraturan pelengkap
seperti hukum tanah antar golongan, hukum  tanah
administratif dan hukum tanah swapraja. Sehingga pada
waktu itu berlaku pluralistis hukum tanah.

Di dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum
tanah harus sejalan dengan konstitusi vyang berlaku di
negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945
(selanjutnya dalam tulisan ini disebut “UOD 19457}, dalam
Pasal 33 ayat (3) UUD 1943 sebagai dasar hukum politik
pertanahan nasional dengan satu tujuan yaitu untuk
sebesar-besarnya bagi kemakmnran rakyat dengan mekanisme
penguasaan negara yang kemudian dijabarkan lebih Ianjut
dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang mengenai
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960
(selanjutnya dalam tulisan ini disebut ™“IPA”}, dimana
dalam pasal tersebut berisi serangkaian kewenangan,

kewajiban dan atau larangan bagi pemegang hak untuk
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berbuat sesuatu pada tanah vyang dikuasainya. Hak
penguasaan tersebut meliputi:

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA}

2. Hak Menguasai oleh Negara (Pasal 2 UUPA)

3. Hak Ulayat (Pasal 3 UUPA)

4. Hak Perorangan/ Badan Hukum yang meliputi:

a.Hak Primer

b.Hak Sekunder

Kesemuanya hak atas tanah, vang mempunyai kewajiban
untuk menggunakan dan memelihara potensi tanah yang
bersangkutan seperti mempunyai fungsi sosial, memelihar=a
tanah-tanah yang dihaki dan unftuk tanah pertanian wajib
dikerjakan dan diusahakan sendiri secara aktif.

Jadi penguasaan, pengaturan dalam penggunaan dan
penguasaan tanah seyogyanya tidak boleh lari jauh dari
tujuan yang dinamakan konstitusi negara.

Sebagai wujud pelaksanaan kewenangan negara selaku
Badan Penguasa, dalam rangka memberikan perlindungan
hukum atas tanah dan amanah Pasal 19 UJPA maka pemerintah
melalui Instansinya yaitu Badan Pertanahan WNasional
(selanjutnya dalam tulisan ini disebut “BPN”) melakukan

pendattaran tanah vyan tujuannya uantuk meniammin
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kepastian hukum bagi hak atas tanah yang dimiliki
individu, badan hukum maupun tanah-tanah negara.

Adapun dasar—-dasar untuk mengadakan kepastian hukum
yang menuju kearah kepastian hak atas tanah ternyata
dapat dipahami dari pasal-pasal UUPA yang mengatur
mengenai pendaftaran tanah. Hal tersebut dapat dilihat
dari ketentuan Pasal 19 UUPA yang membuka jalan bagi
terselenggaranya pendaftaran tanah di negara Indonesia

dimana berbunyi:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini
meliputi:
a.Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah:
b.Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan

hak-hak tersebut;
c.Pemberian surat-surat tanda bukti hak, vyang
berlaku sebagai alat pembuktian yang knat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan
mengingat keadaan Negara dan masyarakat,
keperluan lalu 1lintas sosial ekonomis serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut
pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biavya-biaya
yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud
dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa
rakyat vyang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya tersebut.?

’Indonesia, UOndang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, TN Mo. 104. Tahun 19%60. TLN No.

Sengketa sertipikat..., Pety Fatimah, FH Ul, 2007



Dalam Pegraturan pelaksana, dahulu Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
yang berlaku pada tanggal 24 Sepetember 19861, sekarang
telath diubah dengan Peraturan Pemerintah Nowor 24 tahun
1997 vang berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997 tetap
mempertahankan tujuwan dan sistem yang digunakam yvang pada
hakikatnya sudah ditentukan dalam UUPA, yaitu bahwa
pendaftaran tanmah diselenggarakan dalam rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang hukum pertanahan dan
bahwa sistem publikasinya negatif wyang mengandung unsur
positif, karena menghasilkan surat-surat tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan adanya pendaftaran tanah yang meliputi
kegiatan pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data
dengan menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti
lahirnya hak dimana keqgiatan pendaftaran fersebut disebut
Legal cadastre terdapat Jjuga kegiatan vang turut
diprakarsai oleh pemerintah yaitu fiscal cadastre dimana
kegiatan pendaftaran tanah guna keperluan pemungutan

pajak tanah. Maka, kegiatannya disebut kadaster fiskal

2043. Tahun 1997, Ps. 19.
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atau “fiscal cadastre”. Sampai tahun 1961, ada tiga macam
pungutan pajak tanah, yaitu:
1. untuk tanah-tanah Hak Barat: Verponding Erapa;
2, untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilayah
Gemeente: Verponding Indonesia; dan
3. untuk tanah-tanah hak milik adat luar wilayah
Gemeente: Landrente atau Pajak Bumi.
Pasar penentuan obyek paiaknya adalah status tanahnya
sebagai tanah Hak Barat dam tanah hak milik adat.
Sedang wajib pajak adalah pemegang hak/pemiliknya.>
Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat
pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang dikalangan
rakyat dikenal dengan sebutan: petwok pajak, pipil, girik
dan lain-lainnya. Karena dikenakan pada yang memiliki
tanahnya, petuk pajak vyang fungsinya sebagal surat
pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat
dianggap dan diperlakukan sebagai tanda-bukti kepemilikan
tanait yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan

pembayaran pajaknya oleh pemerintah pun oleh rakyat

‘Harsono{a), Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan
Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1, Cet.
10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal 83-84.
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diartikan sebagai pengakuan hak pembayar atas tanah yang
bersangkutan oleh pemerintah.!

Dalam sistem pendaftaran tanah vyang di prakarsai
pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang
dinyatakan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mempunyai tujuan
sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang haknya agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak vyang
berkepentingan, termasuk pemerintah agar dengan
mudah memperoleh data yang diperilukan.

3. Untnk terselenggaranya tertib administrasi
pertanahan.

Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah yang
meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
dimana Lkegiatannya meliputi pengumpulan dan pengolahan
data fisik, pengqumpulan dan pengolahan data yuridis serta

pembukuan haknya, penerbitan sertipikat, penyajian data

*Ibid., hal 84.
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fisik dan data yuridis dan penyimpanan daftar umum
dokumen. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan
apabila terjadi perubahan data fisik dan atau data
yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar.

Dalam praktik pertanahan yang berlaku sekarang,
banyak terjadi sengketa-sengketa tanah sehingga menjadi
faktor penghambat bagi masyarakat guna ftercapainya
pendaftaran tanah yang baik sesuai cita-cita dam tujuan
nasional.

Dalam sistem pendaftaran tanah dimana sertifikat
merupakan tanda bukti yang kuat vyang merupakan satu-
satunya alat bukti kepemilikan tanah yang diakui undang-
undang, sejauhmana dapat memberikan jaminan kepastian
hukum sehingga masyarakat mempercleh perlindungan hukum
yang kuat dengan bukti kepemilikan yang diterbitkan
Kantor Pertanahan karena pada kenyataannya masih terdapat
sengketa-sengketa tanah yang seharusnya dapat
diminimalisir oleh perangkat dan peraturan perundang-
undang yang ada sehingga bangsa ini sudah dapat
melaksanakan cita-cita dan tujuan nasional di bidang
pertanahan dan tidak terjebak dalam paradigma peraturan

dan perangkat Undang-Undang yang dalam pelaksanaannya
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belum maksimal sehingga cenderung menimbulkan pemikiran
yang didasarkan pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN}.

Sengketa-sengketa tanah yang terjadi dalam
masyarakat banyak sekali dan salah satunya dapat
dianalisa dalam putusan perkara Nomor: 558/PDT.G/2002/
PN.Jak.Sel., tanggal 27 Mei 2003 antara penggungat
H.Usman Bin H. Dahlan alias Digul Bin Kainan alias Saban
dan saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris dari
Almarhum H. Dahlan alias Digul Bin Kainan alias Saban
{dalam tulisan ini digunakan “Alm. H. Dahlan alias Digul
Bin Saban”) melawan tergugat Almarhum Sasmita dan ahli
warisnya UMI atau Ench (ditulis juga Entoh) dan sebelas
tergugat lainnya ditambah turut tergugat Badan Pertanahan
Nasinal Jakarta Selatan.

Palam perkara tersebut 1lima ahli waris Almarhum H.
Dahlan alias Digul Bin Saban yang terdiri dari H.Usman,
Umar, Maming, Matamin, Alm. Nining telah menyatakan bahwa
ayahnya yaitu Alm. H., Dahlan alias Digul Bin Saban semasa
hidupnya telah memiliki dan mempunyal sebidang tanah
dengan girik No. 863 atas nama Diqul Bin Saban yang telah
dipecah menjadi 3 Percil yang terletak di Kotamadya

Jakarta Selatan, Pasar Minggu setempat dikenal dengan
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10

jalan Ragunan, Kelurahan Pasar Minggqu, Kecamatan Pasar
Minggu, dengan luas tanah vang disengketakan seluas 1.587
M2 berdasarkan alat bukti yang dianggap sah dan kuat yang
berlaku pada saat itu yang berupa girik. Pembayaran pajak
ocleh penggqugat dimulai pada tahun 1954 sampai dengan
tahun 1962 vyang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang
sah.

Dalam perkara tersebut penggugat 'telah mengklaim
bahwa ayah mereka adalah pemilik tanah yang sah
berdasarkan girik dan bukti-bukti serta kwitansi-kwitansi
yang sah. Berdasarkan bukti kepemilikan tersebut para
penggugat bermaksud meminta kepada majelis hakim untuk
membatalkan kepemilikan enam sertipikat hak atas tanah
yang terletak diatas tanah ayah mereka dan meminta ganti

rugi akibat dari kepemilikan ilegal pihak tergugat.

B. POKOKX PERMASATLAHAN
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan
sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan:
1. Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat hak atas
tanah dan kekuatan tanda bukti girik terhadap suatu

tanah yang terletak dilokasi yang sama?
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2. Apakah seorang yang telah menggunakan dan menggarap
tanah selama berpuluh-puluh tahun serta
melaksanakan kewajiban membayar pajak suatu hak
atas tanah dapat diakui sebagai empunya hak atas
tanah tersebut?

3. Apakah seseorang yang lebih dulu memperoleh hak
atas tanah melalui pengakuan hak dapat dibatalkan

haknya berdasarkan kekuatan pembuktian sertipikat?

C. METdDE PENELITIAN

_ Penelitian ini mempergunakan metode penelitian
kepustakaan (Library Research) vyang bersifat vyuridis
normatif. Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk
mendapatkan data yang diperlukan dengan c¢ara membaca,
menquiip dan menganalisa mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan cbyek penelitian ini yang dipercleh
dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Data sekunder
ini bersumber dari bahan hukum primer, vyaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, perundang-undangan di bidang
pertanahan, peraturan pemerintah mengenai pendaftaran
tanah dan peraturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

sedangkan bahan hukum sekunder memberikan penjelasan
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mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi
vang berkaitan erat dengan masalah hukum pertanahan,
buku-buku pertanahan, buku-buku mengenai Badan Pertahanan
Nasional dan buku-buku mengenai jabatan PPAT; serta bahan
hukum tertier yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Penelitian ini didukung dengan wawancara kepada
informan yaitu pihak terkait dengan obyek penelitian,
baik dengan Pejabat Badan Pertanahan Nasional, praktisi
hukum.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian
eksplanatoris karena penulis ingin menggambarkan atau
menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Penelitian ini
bersifat mempertegas hipotesa yang ada.” Tipe penelitian
penulis dari sudut tujuannya menggunakan penelitian
Problem finding yang tujuan penelitiannya adalah untuk
menemukan permasalahan sebagai akibat dari sengketa
tanah.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

analisis data secara kualitatif terhadap data sekunder

sri Mamudji et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
{Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2005), hal 4.
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yang telah dikumpulkan dan dioclah guna perumusan
kesimpulan dari penelitian ini. Dengan demikian, hasil

penelitian ini akan berbentuk eksplanatoris analitis.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dapat memberikan wuraian yang teratur dan
memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian
dalam penulisan tesis ini, maka penulis membuat

sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab yaitu:

Bab I : Mengenal pendahuluan yang akan menguraikan
latar belakang permasalahan, pokok
permasalahan, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab IT : Mengenai tinjauan teori dan pembahasan
penelitian; dimulai dengan tinjauan teori
dan peraturan, yang diikuti dengan sejarah
Pendaftaran Tanah, beberapa istilah dan asas
pendaftaran tanah menurut P.P. No. 24 tahun
1997, tujuan pendaftaran tanah, kegiatan
pendaftaran tanah, sertipikat hak atas tanah
sebagai tanda bukti hak, sistem pendaftaran

dalam pendaftaran tanah di Indonesia, sistem
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publikasi dalam pendaftaran tanah di
Indonesia dan rechtsverwerking., Selaniutnya
mengenai Sengketa Tanah Terhadap Putusan
Perkara Perdata No. £58/PDT.G/2002/PN.,
JBK.SEL., tanggal 27 Mei 2003, diantaranya
dibahas mengenai terjadinya dan hapusnya hak
milik atas tanah; kekunatan pembuktian
verlindungan terhadap pemheli
tanah yang heritikad baik. Dan pembahasan
terakhir mengenai analisa dari permasalahan
vang ada.

Merupakan penutup. Pada bab ini penulis
mencoba menyimpulkan hasil penelitian dengan
beberapa saran yang mungkin dapat berguna
dalam menyelesaikan sengketa bidang

pertanahan.
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BAB II
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM
PUBLIKASTI YANG DIANUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
ANALISIS KASUS NO: 558/PDT.G/2002/PN.JAK-SEL, TANGGAL 27
MEI 2003

A. Teori dan Peraturan
1. Sejarah Pendaftaran Tanzh

Sejarah pendaftaran tanah nasional dimulai sejak
berlakunya UUPA pada bulan September tahun 1860 yang dalam
Pasal 19 ayat (1) UUPA mengamanatkan kepada pemerintah-
Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang ditetapkan dan  diundangkan
Pemerintah pada tanggal 8 dJuli 1997 serta mulai berlaku
pada  tanggal 8 Oktober 1997, merupakan  peraturan
pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan
henggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

fentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam tulisan ini

Sengketa sertipikat..., Pety Fatimah, FH Ul, 2007



16

disebut “P.P. No0.10 Tahun 19617). Sebelum berlakunya P.P.
No.10 Tahun 1861 tersebut dikenal kantor Kadaster sebagai
kantor Pendaftaran untuk hak-hak atas tanah vyang tunduk
kXepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, bagi
orang-orang bumiputra yang mempunyai hak-hak atas tanah
yang berstatus hak-hak barat, maka orang-orang bumiputra
tersebut dianggap telah menundukkan diri pada hukum
perdata Barat.

Pengertian pendaftaran tanah dalam Pasal 1 angka (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya
dalam tulisan ini disebut “P.P No. 24/1997") dimana
Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan = teratur, meliputi  pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuvuan rumah
susuh, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik
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Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu vyang

membebaninya.®
Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin

kepastian hukum; pendaftaran tanah ini diselenggarakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.’
Dengan terlaksananya pendaftaran tanah sebagai suatu
proses yang diakhiri dengan terbitnya sertipikat
manfaatnya dapat dipetik oleh tiga pihak yaitu:®

1. Pemegang Hak atas tanah, yakni untuk keperluan
pembuktian penguasaan haknya.

2. Pihak yang berkepentingan, misalnya calon pembeli atau
calon kreditur untuk memperoleh keterangan tentang
tanah yang akan menjadi obyek perbuatan hukumnya.

3. Bagi pemerintah dalam mendukung kebijakan pertanahan
dan perpajakan.

Dengan disempurnakannya P.P No. 10 Tahun 1961 dengan

P.P No. 24 Tahun 1997 telah memperkaya ketentuan Pasal 1%

UUPA, yaitu:

®Boedi Harsono (a), op.cit., hal. 460.

’Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran
Tanah, (Jakarta: Maret 1989), hal. 3.

®Arie Sukanti Hutagalung {a), Serba Aneka Masalah Tanah Dalam
Kegiatan Ekonomi, {(Depok: FHUY, 2002), hal. 271.
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a. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat hak atas
tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum.

b. Dizaman reformasi ini, maka kantor Pertanahan
sebagal kantor digaris depan haruslah terpelihara
dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk
sesuatu bidang tanah, baik untuk pemerintah
sendiri sehingga dapat merencanakan pembangunan
negara dan juga bagi masyarakat sendiri informasi
itu sangat penting untuk dapat memutuskan sesuatu
yvang diperlukan dimana terlibat tanah, yang data
fisiknya dan vyuridisnya termasuk untuk satuan
rumah susun, bersifat terbuka untuk umum artinya
dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan
atas sebidang tanah/bangunan yang ada.

c. Untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan
dijadikan suatu hal yang wajar.’

Pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre yang

diambil dari bahasa latin yaitu capistrum yang berarti

a.p. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, (Berdasarkan
P.P. 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta
Tanah (P.P 37 Tahun 1998), cet.l, (Bandung: Mandar Maju, 19%9), hal.
2.
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suatu register atan capita atau unit yang diperbuat untuk
pajak tanah Romawi. Jadi cadastre adalah istilah feknis
untuk suatu rekaman menunjuk pada pendaftaran tanah
berasal dari kata cadastre yang luvas, nilai dan
kepemilikan terhadap suatu bidang.'°

Sebelum berlakunya UUPAR berlaku bersamaan berbagai
perangkalt hukum Agraria, ada yang bersumber pada hukum
adat, vang berkonsepsi komunalistik religius sebagai
akibat politik hukum pemerintahan jajahan dahulu. Ada vang
bersumber pada hukum Perdata Barat yang individualistik-
liberal dan ada pula yang berasal dari berbagai bekas
pemerintahan Swapraja, yang umunya berkonsepsi feodal.?

Dualisme dalam hukum tanah bukan disebabkan karena
para pemegang hak atas tanah berbeda hukum perdatanya,
melainkan karena perbedaan hukmm yang berlaku terhadap
tanahnya.

Ada tanah-tanah dengan hak-hak Barat, seperti Hak
Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal, vyang disebut tanah-
tanah Hak Barat atau tanah-tanah Eropa. Ada tanah-tanah
dengan hak-hak Indonesia seperti tanah-tanah dengan hak

adat, yang disebut tanah-tanah hak Adat. Ada tanah-tanah

¥ rbid., hal.ll.
! Boedi Harsono (a), Op.Cit., hal.l.
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dengan hak-hak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda, seperti

Hak Agrarisch Eigendom, Landerijen Bezitrecht.'?

Terdapat
juga tanah-tanah dengan hak ciptaan Pemerintah Swapraja,
seperti Grant Sultan. Tanah-tanah dengan hak adat dan hak-
hak ciptaan Hindia Belanda dan Swapraja tersebut bisa kita
sebut tanah-tanah hak Indonesia yang cakupan pengertiannya
lebih luas dari tanah hak adat.

Tanah-tanah hak adat hampir semuanya belum didaftar.
Tanah—-tanah tersebut tunduk pada hukum adat yang tidak
tertulis. Yang termasuk tanah-tanah hak adat terdiri atas
apa yang disebut Tanah Ulayat masyarakat-masyarakat hukum
adat dan tanah hak perorangan, seperti Hak Milik Adat, yang
merupakan sebagian tersebesar tanah di Hindia Belanda.

Yang dimaksud dengan “didaftar” adalah dihimpun dan
disediakan data fisik dan data yuridis tanah dari hak yang
bersangkutan. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka
menjamin apa yang disebut kepastian hukum dan kepastian
hak di bidang pertanahan (Rechts Kadaster atavn legal
cadastre).

Mengenai tanah—-tanah hak milik adat di Jawa, Madura,

Bali, Lombok dan beberapa daerah lainnya juga ada kegiatan

2 1hid.,hal. 53.
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pendaftaran tanah, tetapi bukan untuk memberikan jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan, melainkan
diselenggarakan untuk keperluan pemungutan pajak tanah.
Maka kegiatannya disebut kadaster fiskal atau “fiscal
cadastre”.l? Sampai tahun 1961, ada ftiga macam pungutan
pajak tanah, yaitu:
1. untuk tanah-tanah Hak Barat: Verponding Eropa;
2. untuk tanab-tanah hak milik adat yang ada di wilayah
Gemeente: Verponding Indonesia; dan
3. untuk tanah-tamah hak wmilik adat luar wilayah
Gemeente: Landrente atau Pajak Bumi.
Dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya
sebagai tanah Hak Barat dam tanah hak milik adat. Sedang
wajib pajak adalah pemegang hak/pemiliknya.!'! Walaupun
yang menguasai tanah memintanya, kalau tanah vyang
bersangkutan bukan tanah Hak Barat atau tanah hak milik
adat, tidak akan dikenakan pajak Verponding atau

landrente.

12 rpid., hal. 83.
“ 1hid., hal. 84.
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Pengenaan verponding Eropa administrasinya oleh
jawatan pajak dikaitkan dengan penyelenggaraan pendaftaran
haknya oleh Pejabat Overschrijving.

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat
pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang dikalangan
rakyat dikenal dengan sebutan: petuk pajak, pipil, girik
dan lain-lainnya. ZXarena dikenazkan pada yang memiliki
tanahnya, petwnk pajak vyang fungsinya sebagai surat
pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat
dianggap dan diperlakukan sebagai tanda-buokti kepemilikan
tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan
pembayaran pajaknya oleh pemerintah pun oleh rakyat
diartikan sebagai pengakuan hak pembayar atas tanah yang
bersangkutan oleh pemerintah.'® Sehubungan dengan hal
tersebut rakyat belum merasa aman, selama petuk pajak
tanah yang dibelinya belum diganti dengan yang baru atas
namanya.

Sejalan dengan ketentuan, bahwa hanya tanah vyang
berstatus hak milik adat saja yang dikenakan Landrente dan
Verponding Indonesia, serta adanya keinginan dan usaha

crang untuk mempunyai petuk pajak dengan dirinya sebagai

S 1hid., hal 84.
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wajib pajak, membenarkan praktik pajak untuk menggunakan
data yang tercantum dalam petuk pajak sebagai petunjuk
yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik
adat dan wajib pajak sebagai pemiliknya. Kenyataan
tersebut dapat dipergunakan sebagali unsur pembantu dalam
penegasan konversinya hak milik adat menjadi hak milik
menurut  UUPA  mengenai tanah-tanah yang dimintakan
pendaftaran menurut P.P. No. 10/1961 dan P.P. No.
24/1997.%°

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agqung tanggal 10 Februari
1960 nomor 34/K/Sip/1960, bahwa:

“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti
mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang
namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan
tetapi petuk itu hanya merupakan suwatu tanda siapakah yang
harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”
(Subekti-Tamara, J., 1961, kumpulan Putusan Mahkamah Agung
mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153.}.

Ketiga macam pajak tanah seperti petuk paijak, pipil,

girik dan sebagainya pada tahun 1961 diganti dengan

‘6 rbid., hal. 85.
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pungutan baru dengan nama Turan Pembangunan Daerah
disingkat IPEDA.Y

IPEDA ini pun kemudian diganti dengan pajak baru, yang
diberi nama Pajak Bumi dan Bangunan, disingkat PBB, yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985.

Berbeda dengan ketiga pajak yang digantinya, pengenaan
IPEDA dan PBB tidak dihubungkan dengan status tanah yang
bersangkkutan, walaupun tanah tetap disebut objek pajak.
Yang menjadi faktor penentu pengenaan pajak ialah orang
atan badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas
bumi, dan atan memperoleh manfaat atas bumi, dan atau
memiliki, menguasal dan ataun mempercleh manfaat atas
bangunan.

Dalam pengenaan IPEDA dan PBB juga diterbitkan surat
pengenaan pajak, yang dalam pemungutan PBB disebut surat
Pemberitahunan Pajak Terutang {SPPT) . Tetapi karena
pengenaannya tidak didasarkan pada adanya hubungan hukum
kepemilikan dengan tanah yang merupakan obyek pajak, SPPT,
demikian juga petuk IPEDA, tidak bisa dipakai sebagail
petunjuk bahwa pemegang petuk, IPEDA/SPPT PBB, sebagai

wajib pajak mempunvyai hak atas tanah tersebut. Seorang

17

=’ Ibid., hal. B6.
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okupan ilegal pun bisa menjadi pemegang petuk IPEDA/ SPPT
PBB, terlebih lagi dalam SPPT tidak disebutkan status
nukum tanahnya. Okupan illegal tanah negara pun bisa
menjadi subyek pajak SPPT PBB.'®

Maka dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tersebut ditegaskan, bahwa ™Tanda
pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan
hak”, pernyataan ini termuat di dalam PBB.'?

Dalam rangka pendaftaran tanah, pada masa lalu di
beberapa daerah telah diselenggarakan pendaftaran tanah
untuk tujuan fiskal, tetapi oleh masyarakatnya diberi arti
juga sebagai bersifat yuridis. Pendaftaran tanah ini, ada
yang didasarkan pada hukum adat setempat, ada vyang
didasarkan pada peraturan yang dibuat penguasa setempat,
dan adapula yang yang didasarkan pada peraturan yang
bersifat nasional, misalnya:

1. Pendaftaran yang diselenggarakan oleh Kantor Pajak

Hasil Bumi (“Landrente”)} sekalian pendaftaran tanah

yang dilakukannya bersifat administratif sesuai dengan

peraturan vyang bersangkutan, tetapi dibalik itu

8 1hid., hal. B6.
1? 7hid., hal. 86.
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masyarakat menganggap surat petuk pajak tersebut
seakan~akan sebagai bukti hak atas tanahnya yang
terkena pajak tersebut. Mereka belum merasa aman
sebelum surat pajaknya ada ditangannya.

Oleh kerena itu surat pajak ini bila memenuhi beberapa
ketentuan dalam peraturan konversi dapat dijadikan
élas hak untuk pengkonvresiannya.

2. Pendaftaran tanah Subak yang diselenggarakan oleh
pengurus Subak di Bali berdasarkan hukum adat
gsetempat.

3. Pendaftaran tanah hak Grant di Medan yang
diselenggarakan berdasarkan peraturan Gemeente Medan.

4, Pendaftaran tanah vyang diselenggarakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan yang
dikeluarkan oleh kesultanan Yogyakarta.?2°
Dalam Peraturan Pemerintah No. 24/1997 terdapat

penyempurnaan yang dilakukan berupa penegasan berbagai hal

yang meliputi: #

1. Pengertian pendaftaran hak

29 Badan Pertanahan Nasional, Op.Cit., hal. 24.
2! Arie Sukanti Hutagalung {a), Op.Cit., hal. 272.
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Asas—asas dan tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah
yaitu memberikan kepastian hukum dan menghimpun serta
menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik
dan data yuridis suatu bidang tanah.

Penegasan, penyederhanaan serta peningkatan tata cara

pendaftaran tanah.

Kemungkinan penggunaan teknologi modern dalam

pengukuran dan pemetaan.

Kemungkinan pembukvuan bidang tanah yang data fisik dan

atan data vyuridisnya belum lengkap atau masih

disengketakan.

Kekuatan pembuktian sertipikat yang meliputi dua hal

yakni:

a. sertipikat merupakan alat bukti yang kuat yang
berarti selama belum dibuktikan sebaliknya, data
fisik dam data vyuridis yang tercantum dalam
sertipikat harus diterima sebagal data yang benar
sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang
tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang
bersangkutan.

b. Bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah

bersertipikat atas nama orang atau badan hukum
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lain jika selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertipikat tersebut yang
bersangkutan tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala
Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan sedangkan tanah tersebut diperoleh
orang atauw badan hukum lain tersebut dengan
itikad baik dan secara fisik dikuasai olehnya
atau oleh orang atau badan hukum Jlain vyang
mendapat persetujuannya.

7. Peran dan tanggung jawab PPAT.

Menurut Pasal 9 ayat (1) P.P No. 24 tahun 1997 Obyek
Pendaftaran Tanah meliputi:
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik,
hak cguna Usaha, hak guna bangunan, hak pakai;

b. Tanah hak pengelolaan;

c. Tanah wakaf;

d. Hak milik atas satuan rumah susun;

e. Hak tanggungan;

f. Tanah negara.
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2. Beberapa Istilah Dan Asas Pendaftaran Tanah Menurut
P.P. Nomor 24 Tahun 1997

Berdasarkan Pasal 1 P.P. No. 24/1997 mengenai
Pendaftaran Tanah, terdapat istilah-istilah yang merupakan
suatu definisi operasional yang perlu dijabarkan guna
mencegah terjadinya salah persepsi. Selain definisi
pendaftaran tamah vyang telah diuraikan diatas, terdapat
istilah - istilah yang digunakan dalam pendaftaran tanah
antaranya adalah sebagai-berikut :

1. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang
merupakan satuan bidang yang terbatas.

2. Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh
negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan
sesuatu hak atas tanah.

3. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan
kepada pemegangnya.

4, Hak atas tamah adalah hak sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Rgraria,
selanjutnya disebut UUPA.

5. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas,
dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan diatasnya.

6. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,
pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban -
beban lain yang membebaninya.

7. BAjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali,
meliputi mengumpulan dan penetapan kebenaran data
fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa
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cbjek pendaftaran tanah untuk keperluan
pendaftarannya.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan
pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan
P.P. No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah
atau peraturan pemerintah ini.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan
secara serentak yang meliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan.
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu
atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara
individual atau massal.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk menyesuvaikan data fisik dan
data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah,
daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
Titik dasar teknis adalah titik yang mempunyai
koordinat vang diperoleh dari suatu pengukuran dan
perhitungan dalam spvatu sistem tertentu vyang
berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat
untuk keperluan keperluan pengukuran dan
rekonstruksi batas.

Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat
titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis,
seperti sungai, Jjalan bangunan dan batas fisik
bidang-bidang tanah.

Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan
bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan
pembukuan tanah.

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem
penomoran.

Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data f£isik
suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan
suatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan
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mengenai kepemilikan hak milik atas satuan rumah
susun oleh orang perorangan atau badan hukum
tertentu.

18, Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
mempat data yuridis dan data fisik suatu obyek
pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

19. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
vang dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat {2) huruf c
Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,
hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

20. Menteri adalah menteri yang bertanggqung Jjawab
dibidang agraria atau pertanahan.

21. Badan Pertanahan nasional adalah Lembaga Pemerintah
Non Departemen vyang dibidang tugasnya meliputi
bidang pertanahan.

22 . Kantor pertanahan adalah unift kerja Badan pertanahan
Nasional diwilayah kabupaten atau kotamdya, yang
melakukan pendaftaran hak atas tanah dan
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

23. Pejabat pembuat Akta tanah, selanjutnya disebut
PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta tanah tertentu.?’

Selain istilah diatas P.P. No 24 Tazhun 1997 mengenal
asas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu sederhana,
aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Bsas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan
agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya
dengan mudah dapat dipahami o©leh pihak-pihak yang

berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

22 Indonesia (a), Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran

Panah, PP No. 24 LN Neo. 59 Tahun 1997, TLN 3696. Pasal 1.
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Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan
cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan
kepastian hukum sesuail dengan tujuan pendaftaran tanah itu
sendiri.

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi
pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi
lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka
penvelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau
oleh pihak yang memerlukan.

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai
dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan
datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan vyang
mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan
pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian
hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran
tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga
data vyang tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai

dengan keadaan yang nyata di lapangan, dan masyarakat
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dapat memperoleh keterangan mengenai data benar setiap

saat; untuk itulah diberlakukan asas terbuka.

3. Tujuan Pendaftaran Tanah

Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses
pendaftaran tanah termasuk perubahan-pervbahan menyangkut
subjeknya, status haknya dan perbuatan-perbuatan hukum
yvang dilaknkan terhadap tanahnya merupakan alat pembuktian
yang kuat sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal
19 ayat (2) huruf ¢ P.P. No. 10 tahun 1961 dan Pasal 32
ayat (2) P.P. 24 Tahun 19297 dan Pasal 38 ayat (2} UUPA.
Dengan adanya sertipikat  sebagai tanda bukti hak
memberikan Jjaminan kepastian hukum vyang kuat  Dbagi
pemegangnya sepanjang sertipikat tersebut sesual dengan
buku tanah dan surat ukur yang ada di kantor pertanahan.

Dalam P.P. No. 24 tahun 19297 tentang Pendaftaran
Tanah telah diletakkan dasar—dasar untuk terciptanya
kepastian hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 P.P.
Ne. 24 Tahun 1997 dalam mana tertuwang tujuan dari

diselenggarakannya pendaftaran tanah:%®

2 7hid., Pasal 3.
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1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,
Satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yvang bersangkutan;

2. Untuk menyvediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan
perbuatan hukum mengenali bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun yang terdaftar;

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pendaftaran tanah pada prinsipnya diselenggarakan dalam

rangka memberikan suatu Jjaminan kepastian hukum mengenai

hukum pertanahan kepada masyvatakat Indonesia.

Dalam penvelenggaraan suatu Ilegal Cadastre kepada
para pemegang hak atas tanah diberikan surat tanda bukti
hak. Dengan surat tanda bukti hak tersebut ia dengan mudah
membuktikan bahwa dialah yang berhak atas tanah vang
bersangkutan. Data vyang telah ada dikantor Pejabat
Pendaftar Tanah (selanjutnya dalam tulisan ini disebut
“PPT”) Tanah mempunyai sifat terbuka bagi umum vang

memerlukan. Dengan demikian calon pembeli dan calon
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kreditor dengan mudah bisa memperoleh keterangan yang
diperlukannya untuk mengamankan perbuatan hukom yang akan
dilakukan, baik yang diperolehnya dari pihak PPT maupun
dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pada garis besar mengenai tanah-tanah tertentu yang
ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan
dan penyajiannva bagi kepentingan rakyat, dalam rangka
memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk
penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya. Sebagai
tanda bukti hak diterbitkannya sertipikat, yang merupakan
salinan register. Dalam pendaftaran tanah menurut P.P.
No.24 tahun 1997 sertipikat hak atas tanah terdiri atas
data fisik vyaitu surat unkur dan data yuridis yaitu salinan

buku tanah.

4. Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali (“Initial
Registration”) dan pemeliharaan dalam pendaftaran tanah
(“Maintenance”) .

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan

pendaftaran vang dilakukan terhadap obyek pendaftaran
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tanah vyang belum didaftar berdasarkan P.P. No. 10 tahun
1961 dan P.P. No. 24 tahun 1997. Obyak dari pendaftran
tanah untuk pertama kali adalah tanah Negara dan tanah
bekas milik adat.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya
meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik:;

2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta
pembukuan haknya;

3. Penerbitan sertipikat;

4, Penyajian data fisik dan data yuridis, dan

5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.?!

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan
melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan
pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah
secara sistemtik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi
semua obyek pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran
tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa

pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja Jjangka

“Harsono (a), Op.cit., hal. 460.
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panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah
yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atanp
beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian
wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau
massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan
atas permintaan pihaX vyang berkepentingan, yaitu pihak
yang yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang
bersangkutan atau kuasanya.?®’

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik
dilakukan Kkegiatan pengukuran dan pemetaan; kegiataan
pendaftaran ‘tanah secara sistematik dimulai dengan
pembuatan peta dasar pendaftaran. Penyediaan peta dasar
pendaftaran untuk pendaftaran tanah secara sistematik juga
digunakan untuk memisahkan bidang-bidang tamnah vyang sudah
didaftar. Dengan adanyva peta dasar pendaftaran bidang
tanah vyang didaftar dalam pendaftaran tanah secara
sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitan bidang-

bidang tanah lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat

*® Ibid., hal. 461.
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dihindarkan terjadinya sertipikat ganda atas satu bidang
tanah.?® Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-
batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar
pendaftaran tanah. Bidang-bidang tanah vang sudah
dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta
pendaftaran dan dibukukan dalam daftar tanah.

Untuk keperluan pendaftaran haknya bidang-bidang
tanah vyang sudah diuvkur serta dipetakan dalam peta
pendaftaran, dibuatkan surat ukur, dengan skala yang sama.
bDalam pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan
pembuktian hak-hak baru dan hak lama. Hak-hak baru adalah
hak-hak vang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai
berlakunya P.P. 24 tahun 1997. Sedangkan hak-hak lama
yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-
hak vang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak
vang belum didaftar menurut P.P. 10 tahun 1961.

Dalam Pasal 23 ditentukan, bahwa untuk Xeperluan
pendaftaran:

a. Hak atas tanah baru, data yuridisnya dibuktikan dengan:

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang

berwenang memberikan hak yang bersangkutan

26 parlindungan, Op.Cit., Hal. 92
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menurut ketentuan vang berlaku apabila pemberian
hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah
Hak Pengelolaan, yang dapat diberikan secara
individual, kolektif ataupun secara unium.

2. BAsli akta PPAT yang memuat pemberian hak
tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima
hak vang bersangkutan apabila mengenai hak guna
bangunan dan hak pakal atas tanah hak milik.

Hak Pengelolaan dibuktikan dendan penetapan pemberian

hak pengelclaan oleh Pejabat yang berwenang.

Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

ditinjau dari sudut obyeknya pembukuan tanah wakaf

merupakan pendaftaran untuk pertama kali, meskipun
bidang tanah vyang bersangkutan sebelumnya sudah
didaftar sebagai tanah Hak Milik;

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan

akta pemisahan. Pembukuannya merupakan pendaftaran

untuk pertama kali, biarpun hak atas tanah ftempat
bangunan gedung rumah susun yang bersangkutan berdiri
sudah didaftar.

Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan Akta

Pemberian Hak Tanggungan.
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Wakaf lahir dengan diucapkannya ikrar wakaf oleh
wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, vyang
dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh
Pejabat tersebut.Pendaftaran wakaf dilakukan untuk
ketertiban administrasinya. Mengenai hak-hak yang 1lain
pendaftaran merupakan syarat bagi “kelahirannya”.?’

Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada
dan berasal dari konversi hak-hak lama data yuridisnya
dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak
tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau
pernyataan vang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atan oleh Kepala kantor Pertanahan dalam
prendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup sebagai
dasar mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain
vang membebaninya. Demikian ditetapkannya dalam Pasal 24
ayat (1) P.P. No. 24 tahun 1997, dimana alat-alat bukti
tersebut dalam pasal tersebut adalah bukti-bukti
kepemilikan.

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1} tersebut

dikemukakan, bahwa bukti pemilikan itu pada dasarnya

el Harsono{a), Op.Cit., Hal. 477
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terdiri atas bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada

waktu berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 dan

apabila hak tersebut kemudian berailih, bukti peralihan hak
berturut—turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu
dilakukan pembukuan hak yang bersangkutan.

Dalam hal yang demikian pembukuan haknya dilakukan
melalui penegasan konversi hak vang lama menjadi hak baru
yang didaftar. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan
Pasal 24 ayat (1} P.P. No.24 tahun 1997, alat-alat bukti
tertulis yang dimaksud pada dasarnya terdiri dari bukti
kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya
UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti
peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak
pada waktu dilakwnkan pembukuan hak. Alat-alat bukti yang
dimaksud dapat berupa :

a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijving Ordonanantie (Staatsblad 1834-27}, yang
telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom vyang
bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau

b. Grosse akta hak eigendom yvang diterbitkan berdasarkan
ordonantie tersebut sejak berlakunya UUPA sampai

tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut
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peraturan pemerintah Nomer 10 tahun 1961 di daerah
yang bersangkutan atau;

Surat tanda bukti Hak Milik vyang diterbitkan
berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan atau;
Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 atau;
Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang
berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA,
yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak
yvang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban
vang disebut didalamnya atau;

BAkta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang
dibubuhi tanda kesaksian oleh %kepala adat/Kepala
Desa/Kelurahan, vang dibuat sebelum  berlakunya
Peraturan Pemerintah ini. Ini merupakan perubahan
Pasal 19 P. P. No. 10 tahun 1961, vyang menentukan
bahwa harus ada bukti akta PPAT, sejak Peraturan
pemerintah tersebut munlai dilaksanakan disuatu daerah
atau;

Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT,
yang tanahnya belum dibukukan (seharusnya ditambahkan:

atau tanahnya vang sudah dibukukan, tetapi belum
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diikuti pendaftaran pemindahan haknya pada Kantor
Pertanahan) atau;

Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum
atan sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 atau;

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang
berwenang, yang tanahnya belum dibukukan (seharusnya
ditambahkan: atau vyang tanahnya sudah dibukukan,
tetapi belum diikuti pendaftaran pemindahan haknya
pada Kantor Pertamahan) atan;

Surat penunjukan atau pembelian (seharusnya: pemberian
kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
pemerintah atau Pemerintah Daerah atau;

Petuk pajak Bumi/ Landrente, girik, pipil, ketitir dan
Verponding Indonesia sebelum berlakunya P.P. No. 10
tahun 1961 (saharusnya: sebelum berlakumya UUPA. Sejak
mulai berlakunya UUPA tidak dipungut lagi Pajak Bumi,
karena tidak ada lagi tanah Hak Milik Adat) atau;
Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau;
Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama

apapun Jjuga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal II,
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Pasal VI dan Pasal VII ketentuan-ketentuan Konversi
UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau
tidak ada 1lagi, pembuktian pemilikan itu dapat dilakukan
dengan keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan, yang dapat dipercaya kebenarannya menurut
pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau oleh Kepala kantor Pertanahan dalam
pendaftaran tanah secara sporadik, demikian dijelaskan
lebih lanjut dalam Penjelasan ayat (1) Pasal 24 P.P. No.
24 tahun 19287. Keterangan saksi atau pernyataan yang
bersangkutan mengenai kepemilikan tanah itu berfungsi
menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap tersebut,
ataun sebagai pengganti bukti tertulis yang tidak ada lagi.
Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap
memberikan kesaksian dan mengetahui kepemilikan tanah yang
bersangkutan.?"

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2} P.P. No. 24 tahun
1997 diatur pembukuan hak dalam hal tidak atau tidak lagi

tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian pemilikan

% penjelasan Pasal 24 ayat (1) P.P. 24/1997.
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yang tertulis, keterangan saksi ataupun pernyataan vyang
bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai
kepemilikan tanah vyang bersangkutan, sebagaimana yang
disebut dalam ayat (1) di atas. Dalam hal demikian
pembukuan haknya dapat dilakmkan tidak didasarkan pada
bukti pemilikan, melainkan pada bukti penguasaan fisik
tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-
pendahulunya selama 20 tahun atau lebih secara berturut-
turpt. Dalam hal ini penjelasan Pasal 24 ayat (2) P.P. NO.

24 tahun 1997 merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi

bagi pembukuan hak yang bersangkutan, yaitu:

a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang
bersangkutan dilakukan dengan itikad baik, secara
nyata dan terbuka selama waktu yang disebutkan diatas;

b. Bahwa kenvataan penguasaan dan penggunaan tanah
tersebut selama iftu tidak diganggu gugat dan karenanya
dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum
adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun
pihak lainnya;

c. Bahwa hal-hal tersebut, yaitu penguasaan dan

penggunaan tanah yang bersangkutan serta tidak adanya
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gangguan, diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang
dapat dipercaya:;

d. Telah diberi kesempatan kepada pihak 1lain untuk
mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana
dimaksud Pasal 26;

e. Bahwa telah diadakan penelitian mengenai kebenaran
hal-hal yang diisebutkan di atas;

f. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan
pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa
pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi
dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadik.?’

Dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah
kegiatannya adalah untuk menyesuaikan data fisik dan data
yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama,
surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-
perubahan vyang terjadi kemudian. Perubahan itu misalnya
terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya, atau
berubahnya nama pemegang hak yang telah didaftar, hapusnya

atau diperpanjangnya Jangka waktu hak yang sudah berakhir,

P¥penjelasan Pasal 24 ayat (1) P.P. 24/1997,
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pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah yang
haknya sudah didaftar. BAgar data vang tersedia di Kantor
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan mutakhir, dalam
Pasal 36 ayat (2) P.P. No. 24 tahun 1997 ditentukan, bahwa
para pemegang hak yang bersangkutan waljib mendaftarkan
perubahan—-perubahan yang dimaksudkan kepada kantor
Pertanahan termasuk Jjuga pada satuvan rumah susun.
Bahkan dalam pembuatan akta PPAT diwajibkan mencocokkan
lebih dahulu isi sertipikat hak yang bersangkoutan dengan
daftar-daftar vyang ada di kantor Pertanahan sebelum
diperbolehkan membuat akta yang diperlukan.

Hal ini sesuai dengan asas mutakhir dalam pendaftaran
sebagal vang dinyatakan Pasal 2 P.P. 24 tahun 1997, dimana
asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran
tanah secara Terus—-menerus dan berkesinambungan, sehingga
data yang tersimpan di Kantor Pendaftaran selalu sesual
dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat
memperoleh keterangan mengenai data vyang benar setiap
saat. Demikian dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 P.P.

No. 24 tahun 1997.

5. Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak
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Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses
pendaftaran tanah termasuk perubahan-perubahan menyangkut
subjeknya, status haknya dan perbuatan—-perbuatan hukum
yang dilakukan terhadap tanahnya merupakan alat pembuktian
yang kuat sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal
19 ayat {1} huruf ¢, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2)
dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.*°

Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan
bukan merupakan tanda vang mutlak/sempurna menurut
ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah yang
melaksanakannya (PP 10/1%61 dan PP 27/1997). Hal ini
berarti bahwa keterangan-keterangan vyang tercantum di
dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima
sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak
ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.

Sertipikat sebagal swrat tanda bukti hak, diterbitkan
untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai
dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data
yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Memperoleh
sertipikat adalah hak pemegang hak atas tanah, vyang

dijamin Undang-undang.

¥arie Sukanti Hutagalung (b), Op.Cit., hal. 81.
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Menurut Pasal 13 P.P. No. 10 tahun 1961 sertipkat
terdiri dari salinan buku tanah yang memuat data yuridis
dan surat uwkur yang memuat data fisik hak vang
bersangkutan, yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul
dokumen.

Terdapat ketentuan dalam Pasal 178 Peraturan Menteri
Agraria/KBPN No. 3 tahun 1997, dimana cara pembuatan
sertipikat adalah seperti cara pembnatan buku tanah,
dengan ketentuan bahwa catatan-catatan vang bersifat
sementara dan sudah dihapus tidak dicantumkan. Sertipikat
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggqungan
ditetapkan oleh Undang—undang No. 16 tahun 1985 dan
Undang-undang No. 4 tahun 1996.°' Jika dalam buku tanah
terdapat catatan vang menyvangkut data fisik maupun data
yuridis, penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan
vang bersangkutan dihapus.

Penerbitan sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak
dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu
sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat,

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. Sehubungan

31 Harsono(a), hal.4B6.
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dengan itu apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak
atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata masih adanya
catatan dalam pembukuannya, pada prinsipnya sertipikat
belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu hanya
mengenai data fisik vang belum lengkap, tetapi tidak
disengketakan, sertipikat dapat diterbitkan. Data fisik
yang tidak lengkap adalah apabila data fisik bidang tanah
yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara,
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (3) P.P. No.24

tahun 1997.

6. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia

Sistem pendaftaran vyang digunakan adalah sistem
pendaftaran hak (registration of title), sebagaimana
digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut
P.P. No. 10 tahun 1961, bukan dengan sistem pendaftaran
akta. Hal tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai
dokumen yang memuat data yuridis dan fisik yang dihimpun
dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat sebagai
surat tanda bukti hak yang didaftar. Bda dua macam sistem

pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta
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(“registration of deeds”) dan sistem pendaftaran hak

(“registration of titles” dalam arti hak).*

Dalam sistem pendaftaran tanah yang dipermasalahkan
yaitu apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian
data yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. Baik
dalam sistem pendaftaran akta mayppun sistem pendaftaran
hak tiap pemberian atau penciptaan hak baru serta
pemindahan dan pembebanannya dengan hak lain kemudian,
harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam akta tersebut
dengan sendirinya dimuwat data @ yuridis tanah  yang
bersangkutan, perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya,
hak apa yang dibebankan.?

Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang
didaftarkan oleh Pejabat Pendaftaran Tanah. Dalam sistem
pendaftaran akta, Pejabat pendaftaran tanah bersifat
pasif. Ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang
disebut dalam akta yang didaftar

Setiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta
sebagai buktinya. Maka dalam sistem ini data yuridisnya

yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta vyang

32Harsono {a), hal. 76.
N rbid.
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bersangkutan. Cacat hukum pada suatu akta bisa
mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan
dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh data
vuridis harus dilakukan apa yang disebut Title search,
yvang bisa memakan waktu dan biaya karema untuk Title
search diperlukan ahli.*

Maka diciptakan oleh Robert Richard Torens sistem
baru vyang lebih sederhana  dan memungkinkan orang
mempercleh keterangan dengan cara yang mudah, tanpa harus
mengadakan title search pada akta-akta yang ada, yaitu
sistem registration of title atau sistem Torrens.

Sistem Torens ini mulai berlaku di Australia Selatan
sejak tanggal 1 Juli 1858.3%°

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam sistem
pendaftaran hak, setiap hak baru dan perbuatan-perbuatan
hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, Jjuga harus
dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan

rendaftarannya, bukan aktanya vyang didaftar, melainkan

3 Ibid., Hal. 717.
¥ Bachtiar Rffendi, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Cet.
1 {Bandung: Alumni, 1993}, hal. 47.
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haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya
kemudian. Akta hanya merupakan sumber datanya.®

Dalam pendaftaran hak dan perubahan-perubahan yang
terjadi, kemudian disediakan suatu daftar isian, vyang
dalam Bahasa Inggris disebut register. Dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia menurnt
P.P. No. 10 tahun 1961, disebut buku tanah. {(Pasal 10 P.P.
No. 10 tahun 1961).

Bkta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data
yuridis untuk mendaftar hak vyang diberikan dalam buku
tanah. Demikian juga akta pemindahan dan pembebanan hak
berfungsi sebagai sumber data untunk mendaftar perubahan-~
perubahan pada haknya dalam buku tanah hak vyang
bersangkutan. Jika terjadi perubahah, tidak dibuatkan buku
tanah baru, melainkan dilakukan pencatatannya pada ruang
mutasi yang disedikan pada buku tanah yang bersangkutan.
Sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah dan
pencatatan perubahan kemudian, oleh pejabat pendaftaran
tanah dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam

akta yang bersangkutan. Berbeda dengan sistem pendaftaran

% Harsono(a), Op. Cit, Hal, 77

Sengketa sertipikat..., Pety Fatimah, FH Ul, 2007



54

akta, dalam sistem pendaftaran hak, pejabat pendaftaran
tanah bersikap aktif.®

Sebagai tanda Dbukti diterbitkan sertipikat, vyang
merupakan salinan register. Dalam pendaftaran tanah
menurut P.P. No. 10 tahun 1961. Pasal 13 menyatakan
sertipikat hak atas tanah terdiri atas salinan buku tanah
dan surat ukur vang dijilid menjadi satu dalam sampul
dokumen . *®

Dalam sistem menurut P.P. No. 24 tahun 1997 semua
data yang terdapat dalam buku tanah dicantumkan juga pada
salinannya yang merupakan  bagian dari sertipikat.
Sebagaimana halnya dengan buku tanah, Jjika terjadi
perubahan kemudian, tidak dibuatkan sertipikat baru,
melainkan perubahannya dicatat pada salinan buku tanah
tersebut. Maka data yuridis vyang diperlukan, baik data
pada waktu wuntuk pertama kali didaftar haknya maupun
perubahan-perubahannya yang terjadi kemudian, dengan mudah
dapat diketahui dari buku tanah dan sertipikat hak yang

bersangkutan.

3 Ibid., hal. 78.
3 rbid.
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7. Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia
Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah dibagi dua,

yaitu :

1. Sistem  Publikasi Positif adalah suatu sistem
pendaftaran tanah yang didaftarkan adalah haknya yang
diciptakannya dan perubahan-perubahan dikemudian
hari. Sedangkan akta merupakan sumber data. Dalam
sistem ini pemegang hak tidak dapat diganggu gugat
karena negara sebagai pendaftar menjamin bahwa
pendaftaran yang sudah dilakukan adalah benar.
Kelebihan dari sistem publikasi positif, yaitu :**

a. Adanya kepastian hukum bagi pemegang sertipikat,

b. Adanya peranan aktif pejabat kadaster,

c. Mekanisme penerbitan sertipikat dapat dengan mudah

diketahui publik.

Kelemahan dari sistem publikasi positif, vaitw: *°

a. Pemilik tamnah yang sesungguhnya akan kehilangan

haknya karena tanah tersebut telah ada sertipikat

atas nama pihak lain yang tidak dapat diubah lagi.

*® Arie Sukanti Hutagalung {a}, Tebaran Pemikiran Seputar
Masalah Hukum tanah , Cet. 1. (Jakarta: Lembaga Peberdayaan Hukum
Indonesia, 2005}, hal. B86.

0 1bid., hal 86.
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b. Peran aktif pejabat kadaster memerlukan waktu dan
prasarana yang mahal.
c. Wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang
pengadilan Administrasi
Sistem Publikasi Negatif adalah sustu sistem vyang
didaftarkan adalah aktanya. Dalam sistem ini bukan
pendaftarannya tetapi sahnya perbuatan hukum vang
dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada
pembeli. Kelebihan dari sistem publikasi negatif€,
yaitu:*

a. Pemegang hak sesungguhnya terlindungi dari pihak
lain yang tidak berhak atas tanahnya.

b. Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum
penerbitan sertipikat

c¢. Tidak adanya batasan waktu bagi pemilik tanah
sesungguhnya untuk menuntut haknya vyang telah
disertipikatkan pihak lain.

Kelemahan dari sistem publikasi negatif, yaitu:*?

a. Tidak ada kepastian atas keabsahan sertipikat
karena setiap saat dapat/mungkin saja digugat dan
dibatalkan jika terbukti tidak sah penerbitannya.

b. Peran pejabat kadaster vang pasif tidak mendukung
kearah akurasi dan kebenaran data yang tercantum di
dalam sertipikat.

c. Mekanisme kerja pejabat kadaster vyang demikian
kurang transparan dan kurang dipahami masyarakat
awam.

4 1pid., hal 87.
4?2 1bid., hal B6.
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Sedangkan sistem publikasi yang digunakan di
Indonesia seperti diatur dalam P.P. 10 tahun 1961, yaitu
sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif.
Hal ini disebabkan tanda bukti yang dihasilkan adalah
surat-surat tanda bukti vang berlaku sebagai alat bukti
yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf ¢, pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.
Jadi bukan menganut sistem publikasi negatif yang murni.
Sistem publikasi yang negatif murni tidak akan menggunakan
sistem pendaftaran hak. Juga tidak akan ada pernyataan
menggunakan sistem pendaftaran hak. Juga tidak ada
pernyataan seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal UUPA
tersebut, bahwa sertipikat merupakan alat bukti vyang
kuat.*?

Alat bukti kuat tersebut tidak berarti mutlak, namun
lebih dari yang lemah sehingga pendaftaran berarti lebih
menguatkan pembuktian pemilikan, akan tetapi tidak mutlak
yang berarti pemilik terdaftar tidak dilindungi hukum dan
bisa digugat sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan P.P.

No. 10 tahun 1961.%

3 palindungan (a), Op.Cit., Hal. 65-66.
%% Badan Pertanahan Nasional, Hal. 44.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Badan
Pertanahan Nasional Jakarta Timur yaitu Bapak Drs.
Muhammad Fadli, S.H., wakil kepala Sub. Seksi Pendaftaran
Hak atas Tanah, dimana dalam sistem publikasi positif
dalam daftar umum yang disajikan dikantor pertanahan
mempunyai bukti, maka orang yang terdaftar adalah pemegang
yang sah menurut hukom. Hal ini merupakan kelebihan dari
sistem publlikasi positif, adanya kepastian dari pemegang
hak, oleh karena itu ada dorongan bagi setiap orang untuk
mendaftarkan haknya sehingga sistem pandaftaran tanah di
Indonesia bisa lebih menyeluruh ke pelosok-pelosok tanah
air. Akan tetapi dengan banyaknya pendaftar hak atas tanah
maka pendaftaran vyang dilakukan tidak bisa dilakukan
secara optimal dan dapat saja terjadi bahwa pendaftaran
atas nama orang yang tidak berhak dapat menghapus hak
orang lain vang berhak. Lain halnya dengan sistem
publikasi negatif, dimana daftar umum yang disajikan di
kantor pertanahan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga
terdaftarnya seseorang dalam daftar umum tidak merupakan
bukti bahwa orang tersebut yang berhak atas hak yang telah
didaftarkan, Jjadi orang vyang didaftarkan tersebut akan

menanggunng akibatnya bila hak yang diperolehnya berasal
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dari orang yang tidak berhak, sehingga orang lalu enggan
untuk mendaftarkan hak-haknya, 1inilah kelemahan dari
sistem negatif. Sedangkan kelebihannya dari sistem ini
dimana pendaftaran vyang dilakukan lebih lancar/cepat
karena pemegang hak sebenarnya tidak dirugikan sekalipun
orang vyang terdaftar bukan orang yang berhak. Jadi
kesimpulannya karena kita menganut sistem publikasi
negatif yang mengandung unsur positif maka harus
ditingkatkan pengetahuan pertanahan oleh masyarakat dimana
pembukuan hak atas tanah merupakan hal yang penting dalam
rangka menjamin kepastian hukum yang memberikan kesempatan
bagli pemilik yang sebenarnya untuk memperoleh haknya dan
dengan kesadaran Idibidang pertanahan dapat memberikan
kegiatan pendaftaran tanah secara menyeluruh di seluruh
wilayah Indonesia sehingga cita-cita Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai.

8. Rechtsverwarking

Rechtsverwerking menunjuk pada istilah daluarsa
dalam hukum tanah menurut konsepsi hukum adat, yang
berbeda dari daluarsa vyang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu “Acquisitieve verjaring” (pasal
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1964 jo 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).
Rechtsverwerking ini adalah lembaga yang dengan lampaunya
waktu dimana:?®

1. Orang yang telah memegang hak atas tanahnya menjadi
kehilangan hak atas tamah tersebut oleh karena
pemegang hak atas tanah tersebut selama waktu tertentu
tidak mengusahakan hak atas tanah tersebut.

2. Qrang dengan itikad Dbaik telah menguasai dan
memanfaatkan bidang tanah tersebut, berhak untuk
memperoleh hak atas tanah yang telah dimanfaatkan
Olehnya tersebut.

Didalam hukum adat dikenal lembaga yaitu “kehilangan
hak untuk menuntut” atau “Rechtsverwerking” yang intinya
adalah apabila seseorang mempunyai tanah tetapi selama
jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus,
dan tanah itu dipergunakan oleh orang lain dengan itikad
baik, dia tidak lagi menuntut pengembalian tanah tersebut
dari orang lain tadi.

Lembaga Rechitsverwerking sesual dengan prinsip yang
dianut oleh hukum adat bahwa tanah merupakan milik bersama

masyarakat adat yang harus diperqgunakan untuk kepentingan

masyarakat/anggotanya, dan tidak boleh sekedar dimiliki

> Kartini Muladi dan Gunawan Widjaja, Hak-hak atas tanah, Cet.
II {Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. B3.
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akan tetapi tidak digunakan; hal ini sama dengan larangan
menelantarkan tanah dalam hukum tanah nasional.*®

Lembaga “rechtsverwerking” tersebut dalam P.P. No. 24
tahun 1997 digunakan sebagai salah satu sarana pelengkap
untuk mengatasi kelemahan dalam sistem publikasi negatif
Indonesia. Diadakanya ketentuan dalam P.P. No. 24 tahun
1997 tersebut tidak meniadakan eksistensinya dalam hukum
adat.

Tetapi biarpun demikian karena sistem ini membuka
peluang untuk diajukannnya gugatan, maka walaupun sudah
diatur dalam hukum adat, agar ada kepastian hukum tertulis
diadakanlah ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) P.P. No. 24
tahun 1997 yaitu “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah
diterbitkan sertipikat secara sah &atas nama orang atau
badan hukum vyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang
merasa mempuyai hak atas tanmah itun tidak dapat lagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu
lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

* Hutagalung(b}), Op. Cit., hal. 86.
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sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan
ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

B. Sengketa Tanah Dalam Putusan Perkara Perdata
¥o.588/PDT.G/2002/P.N. JAK.SEL., Tanggal 27 Mei 2003

1. Terjadinya dan hapusnya hak milik atas tanah
Terjadinya hak milik yaitu: menurut Pasal 22 UUPAY
(1} Terjadinya Hak Milik menurut hukum adat diatur
dengan peraturan pemerintah.

(2} Selain menurut cara sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini, hak milik terjadi

karena:
a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan
syarat—-syarat yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah;
b. Ketentuan Undang-Undang.

Hapusnya hak milik apabila: (menurut Pasal 27 UUFPA)

a. Tanah jatuh kepada negara:
1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh
pemiliknya,
3. Karena ditelantarkan.
4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3} dan Pasal
26 ayat (2).
b. Tanahnya musnah.

Menurut konsep Rancangan Undang-Undang tentang

Hak Milik atas Tanah yang disusun oleh Fakultas Hukunm

%7 Socejono dan Abdurahman, Prosedur Pendaftaran Tanah, Cet. 2

{JTakarta: Rineka Cipta, 2003}, hal. 4-5.
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Universitas Padjajaran bekerja sama dengan Direktorat

Agraria tahun 1979, yaitu terbagi atas:

418

1. Hak milik atas tanah dapat terjadi karena:

a.
b.
C.
d.

Undang-Undang
Penetapan Pemerintah
Pembukaan Tanah
Tanah Timbul

2. Hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan:

a.
b.

c.
d.
e.

Jual-beli

Tukar menukar

Hibah atau pemberian
Pewarisan

Wasiat

3. Peralihan Hak Milik atas tanah dapat terjadi karena:

a.
b.
Cig
d.
e.

Jual Beli

Tukar menukar

Hibah atau pemberian

Wasiat

Cara—cara lain yang sah  menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4, Hak Milik atas tanah hapus karena:

a.
b.

Tanahnya musnah.

Penetapan Undang-Undang, tanahnya embali pada

penguasaan Negara, anitara lain karena:

1. Ditelantarkan

2. Pemiliknya orang asing

3. Pemilikan yang melebihi penetapan  batas
maksimum

Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, antara

lain karena:

1. Perwakafan

2. Penghibahan kepada Negara

Pengembalian pada penguasaan Negara melipufi:

1. Pelepasan hak

2. Pembebasan tanah

¥1hid., hal. 5-7.
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3. Pencabutan hak demi kepentingan umum oleh
Negara.
Posisi Kasus:

Dalam putusan No. 558/PDT.G/2002/  PN. Jak-Sel,
tertanggal 27 Mei 2003 antara lima &hli waris H. Dahlan
alias Digul bin Saban yaitu H. Usman, Umar, Maming,
Matamin serta (Almarhum) Nining, melawan:

1. Sasmita (Almarhum) atau ahli warisnya Umi atau Entoh;

2. Adang Tanu Atmaja (Almarhum} atau ahli warisnya Haja
Juriah;

3. Soleman (Almarhum} atau Ahli warisnya R. Effendi;

4. T.A. Buntaran (Almarhum) atau Ema Rachman;

5. Entong Saari {(Mantan lurah Pasar Minggu) ;

6. Sugiharto;

7. Nirwan Burhan;

8. Paula Murladi;

9. Rudy Hermanto Alias Jie

10.P.T. Bank Buana Indonesia;

11.Rudyanto Darmali;

12.Sutarlim.

-Serta turut tergugat: Badan Pertanahan Nasional Jakarta

Selatan.
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Dalam kasus tersebut pasangan suami istri (Almarhum)

H. Dahlan alias Digul Bin Saban mempunyai sebidang tanah

Girik

telah

1.

No. 863 atas nama Dahlan alias Digul Bin Saban yang
dipecah menjadi 3 Percil yaitu:

Sebidang tanah Percil 7 D I seluas 0,106 deka are
dengan Girik No. 863 atas nama Dahlan alias Digul
Bin Saban;

Sebidang tanah Percil 5 D II seluas 0,173 deka are
dengan Girik No. 863 atas nama Dahlan alias Digul
Bin Saban;

Sebidang tanah Percil 5 D 11 seluas 0,027 deka are
dengan Girik No. 863 atas nama Dahlan alias bigul

Bin Saban.

Bahwa ketiga percil tersebut terletak di Kotamadya

Jakarta Selatan, Pasar Minggu setempat dikenal dengan

Jalan

Ragunan, dulu Rt. 08/ Rw. 02 yang sekarang Rt. 05/

Rw. 04 dengan batas-batas sebagail berikut:

Sebelah Utara : Jalan Ragunan:;
Sebelah selatan : Tanah Dahlan alias Digul bin Saban;
Sebelah Timur : Jalan/ Gang Bima Javya;

Sebelah Barat : Klinik DKK Puskesmas.
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Bahwa yang menjadi awal dasar kepemilikan terhadap

tanah (Almarhum} H. Dahlan alias Digul Bin Saban dapat

diuraikan sebagai berikut:*’

1. Sekitar tahun 1907 (Zaman Pemerintah Belanda);

Terdapat tuan tanah bernama Tuan Dalles, atas
persetujuan Tuan Dalles Alm. H. Dahlan alias Digul Bin
Saban menduduki sebidang tanah di wilayah Pasar
Minggu. Adapun tanah tersebut merupakan hutan dan
sSemak belukar yang kemudian dengan itikad baik digarap
oleh Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban menjadi
perkebunan dengan ditanami buah-buahan;
Bahwa Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban dalam
menempati tanah tersebut telah membayar sewa kepada
Tuan Dalles dan Alm. H. Dbahlan alias Digul Bin Saban
mendirikan 2 (dua) rumah permanent dari kayu dan atap
genteng dengan seizin dari Kantor Gemeente Djatibaru;
Sekitar tahun 193¢ Alm. H. Dahlan alias Digul Bin
Saban mendirikan rumah diujung sebelah tTimur dan
tengah, dengan seizin dari kantor DPU dan yang
mengerjakan bangunan tersebut adalah saudara Abu dan
saudara Rabin;
Bahwa berdasarkan pendaftaran tanah pada tahun 1938-
1939 tanah tersebut sudah didaftar oleh Alm. H. Dahlan
alias Digul Bin Saban di kantor Daerah Pajak Hasil
Bumi Wilayah Djatinegara vyang kemudian dikuatkan
berdasarkan Surat Girik No. 863 Persil 7 D.I atas nama
H. Dahlan alias DPigul Bin Saban;
Bahwa pada Zaman Jepang berkuasa, rumah dan
pekarangan, kebun Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban
dipakai oleh Pemerintah Jepang untuk pabrik sepatu
Bata Secokojo dengan pimpinan Aura Goci, namunmn
Pemerintah Jepang membayar sewa sebesar Rp. 20 (dua
puluh rupiah) setiap bulannya, dan Alm. Dahlan alias
Digul Bin Saban diberikan penggantian sebesar Rp.
2.000, - (duaribu rupiah) untuk pembongkaran dan
pemindahan rumah sebelah barat H. Dahlan alias Digul
Bin Saban.

** Putusan Pengadilan No. 558/PDT.G/2002/ PN. Jak Sel.
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Bahwa pembayaran oleh Pemerintah Jepang dipercayakan
kepada Saleh dan Sunarjo yang bekerja pada Pemerintah
jepang sebagal yang mengurus sewa rumah tersebut dan
membayarkan uang sewa kepada Alm. H. Dahlan alias
Digul Bin Saban;

Bahwa ketika Jepang menyerah daeralhi Pasar Minggu
diduduki kembali oleh tentara NICA (Belanda) dan
sekitar tahun 1847 oleh Pemerintah Jepang melalui
saudara Wawih (seorang polisi) tanah dan bangunan
rumah serta pekarangan, kebun sebelah timur
dikembalikan lagi kepada Alm. H. Dahlan alias Digul
Bin Saban.

Bahwa mengingat tanah yang disebelah timur bangunan
rumah dalam kondisi yang rusak maka Alm. H. Dahlan
alias Digul Bin Saban menyewa tukang bernama H. Mutadi
untuk memperbaiki rumah dan menanami lagi tanah dan
kebun dengan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Tepatnya
sekarang Asrama Kepolisian Pasar Minggu.

Bahwa tanah dan kebun vyang berada ditengah-tengah
tepatnya dilokasi Puskesmas Pasar Minggu dikuasai tuan
Mayer dan tuan Mayer telah membayar uang penggantian
kepada Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban.

Bahwa tanah dan rumah beserta pekarangannya kemudian
o0leh Alm H. Dahlan alias Digul Bin Saban telah
disewakan kembali kepada seorang Polisi Nica yang
bernama Tuan soma. Namun pada waktu itu tergugat I
(Sasmita) yang sebagai mandor DPU Pasar Minggu pada
Jaman Nica menumpang di rumah Tuan Soma;

Bahwa Tuan Soma ({Polisi Nica) dipindah tugaskan dari
Pasar Minggu dan Tergugat I (Sasmita) masih mendiami
tanah dan bangunan beserta pekarangan dan kebun dan
Tergugat I (Sasmita) berjanji akan membayar sewa rumah
dan tanah sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap
bulan berdasarkan perjanjian tertanggal 18 Pebruari
1956 yang disaksikan oleh Amat (Juru tulis Lurah Pasar
Minggu}, Bontong (Lurah Pasar Minggu) dan M. Hasan
(Dewan Pimpinan Bnak Cabang Rukun Tani Indonesia Pasar
Minggu. Akan tetapi Tergugat I ({Sasmita) telah ingkar
janji dengan tidak membayar uang sewa kepada alm. H.
Dahlan alias Digul Bin Saban sampal tanah tersebut
beralih kepada Tergugat;

Pada tahun 1951 Tergugat I (Sasmita) mengajak
familinya Tergugat II (Adang Tanuatmaja) dan Tergugat
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III (Soleman} untuk menduduki/menguasai tanpa atas hak
hukum atas tanah dan kebun kepunyaan Alm. H. Dahlan
alias Digul Bin Saban;

13. Pada tahun 1960 Tergugat III {Soleman) dengan melawan
hukum telah menjual hak kepunyaan orang lain atas
sebagian tanah (kavling) dan bangunan kepada tergugat
IV (T.A. Boentara):

14, Bahwa Tergugat V (Lurah Entong Sari) menjual tanah
dengan mengatasnamakan tanah desa dan merubah
kepemilikannya atas tanah tersebut menjadi 4 (empat)
orang nama yaitu atas nama Tergugat I (Sasmita), atas
nama Tergugat II (Adang Tanuatmaja), atas tergugat III
(Soleman) dan atas nama Tergugat IV ( T.A. Buntaran);

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut jelas Alm.
H. Dahlan alias Digul Bin Saban merasa dirugikan
sehingga melalui kuasanya mengajukan gugatan kepada
Ketua Pengadilan  Negeri Istimewa Jakarta yang
terdaftar tertanggal 27 September 1965 dengan Register
No. 337/ 1965. G, sekarang Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat;

le.Bahwa telah fterjadi kesepakatan antara Tergugat I
(Sasmita) dengan Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban
dengan dibuatnya 2Akta Perdamaian oleh hakim dan
Tergugat I (Sasmita) tidak melaksanakan isi perdamaian
tersebut sampai dengan sekarang. Dan menjual tanah dan
kavliing milik Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban
kepada tergugat lainnya dengan merekayasa bukti-bukti
kepemilikan tanah Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban
sehingga dapat diterbitkannnya sertipikat oleh Badan
Pertanahan Nasional Jakarta Selatan keatas nama para
tergugat lainnya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, bahwa
kepemilikan tamah Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban
dapat dikatakan dimulai dengan pendaftaran tanah pada
tahun 1938-19239 dimana Alm. H. Dahlan alias Digul Bin
Saban mendaftarkan tanah yang dikuasainya tersebut di

kantor Daerah Pajak Hasil Bumi Wilayah Djatinegara vang
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kemudian dikuatkan berdasarkan Surat Girik No. 863 Persil
7 D.I atas nama H. Dahlan alias Digul Bin Saban. Sehingga
berdasarkan penguasaan secara fisik selama bertahun-tahun
dan memenuhi kewajiban pajak dan itikad baik, tanpa
melawan hukum dan melalui pengakunan hak, maka Alm. Dahlan
alias Digul Bin Saban berdasarkan fakta-fakta tersebut
adalah pemilik hak atas tamah yang sah dari tanah Pasar
Minggu tersebut. Dan atas dasar bukti-bukti tertulis
berupa Girik Neo. 863, Alm. Dahlan alias Digul Bin Saban
apabila dilihat dari ketentuan Penjelasan P.P. No. 24
tahun 1997 Pasal 24 ayat (1} huruf k, 1 dan m, maka Alm.
Dahlan alias Digul Bin Saban dapat dijadikan alat bukti
kepemilikan hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah
vang dianut oleh Indonesia. Sehingga berdasarkan konsep
rancangan Undang-undang Direktorat Agraria tahun 1979
dimana peralihan dan perolehan hak milik atas tanah hanya
dapat dilakukan:

1, Jual Beli;

2. Tukar menukar;

3. Hibah atau pemberian:;

4, Pewarisan dan atau wasiat;
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Cara-cara lain yang sah menurut peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Sedangkan Hak Milik atas tanah hapus karena:

2. Tanahnya musnah.

b.

Penetapan Undang-Undang, tanahnya kembali pada
penguasaan Negara, antara lain karena:

1. Ditelantarkan;

2. Pemiliknya orang asing;

3. Pemiliknan yang melebihi penetapan batas maksimum.
Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, antara
lain karena:

l.Perwakafan

2 .Penghibahan kepada Negara

Pengembalian pada penguasaan Negara meliputi:
1.Pelepasan hak

2.Pembebasan tanah

3.Pencabutan hak demi kepentingan umum oleh Negara.

Sedangkan menurut Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata hak milik (eigendom) hanya dapat dipercleh dengan

jalan:

1.

Pengambilan (contoh: membuka tanah, memancing ikan).
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2. “Natrekking”, vyaitu jika suatu benda bertambah besar
atau berlipat karena keadaan alam, (contoh: tanah
bertambah besar akibat gempa bumi, kuda beranak,
pohon berbuah) .

3. Lewat waktu, (verjaring) dalam hukum adat dikenal
lembaga "“Rechtsverwerking”.

4. Pewarisan.

5. Penyerahan(“overdracht” atau “levering”) berdasarkan
suatu title pemindahan hak yvang berasal dari seorang
yang berhak memindahkan eigendom. >’

Sedangkan Hak milik hapus menurut Pasal 27 UUPA yaitu:
a. Tanahnya jatuh kepada Negara:

1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA;

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

3. Karena ditelantarkan;

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
UUPA;

b. Tanmahnya musnah.

2. Kekuatan pembuktian Sertipikat

se Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVII. {Jakarta:
Intermasa, 1995}, hal, 70-71.
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Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) P.P. 24 tahun 1997
dimana dijelaskan bahwa sertipikat merupakan suatu tanda
bukti hak vang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat
didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut
sesual dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku
tanah yang bersangkutan sesuai dengan data yang disajikan
di Kantor Pertanahan. Dan selama tidak dapat dibuktikan
sebaliknya, data fisik dan data yuridis vyang tercantum
didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik
dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam

berperkara di Pengadilan.

Analisa Kasus:

Dalam kasus Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban
terdapat enam sertipikat yang telah dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional Jakarta Selatan yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik No. 2638/Pasar Minggu tercatat
atas nama Paula Mulyadi;
2. Srtipikat Hak Guna Bangunan No. 24/Pasar Minggu

tercatat atas nama Drs. Arsil Abubakar;
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3. Sertipikat Hak Milik No. 1632/Pasar Minggu tercatat
atas nama Rudy Hermanto Jie {dh, Moeki Lim);

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 642/Pasar Minggu
Cercatat atas nama P.T. Bank  Buana Indonesia
Berkedudukan di Jskarta;

5. Sertipikat Hak Pakai No. 300/Pasar Minggu tercatat
atas nama P.T. Bank Buana Indonesia Berkedudukan di
Jakarta;

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Pasar Minggu
tercatat atas nama Rudyanto Darmali;

Dimana sertipikat hak atas tanah tersebut diatas
telah dilakukan pencocokan dengan buku tanah dan surat
ukur yang ada di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan
hasilnya telah sesual dengan aslinya dengan data yang ada
di Kantor Pertanahan. Akan tetapi menurut penulis walaupun
sertipikat hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan
data yang ada di Kantor Pertanahan fetapi apabila dalam
proses kepemilikan sertipikat tersebut diperoleh secara
melawan hukum, maka sertipikat hak atas tanah hasil
perbuatan melawan hukum tersebut harus dibatalkan. Seperti
diketahui dalam kasus tersebut bahwa tanah Girik No. 863

atas nama H. Dahlan alias Digul Bin Saban telah diambil
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oleh tergugat I (Sasmita) dan tergugat lainnya secara
melawan hukum dan tanpa hak. Maka sepantasnya pembuatan
sertipikat tersebut tidak dapat dilakukan o¢leh kantor
Pertanahan karena bukti surat-suratnya diperoleh secara
ilegal dan bahkan berdasarkan bukti yang ada telah
dilakukan pemalsuan surat sehingga seharusnya sertipikat
hak atas tanah tersebut dapat dibatalkan. Hal yang perlu
diperhatikan dari kasus tersebut dengan adanya gugatan-—
gugatan Penggugat kepada Tergugat sehingga dibuatnya akta
perdamaian di depan hakim yang tidak juga dipenuhi oleh
tergugat menimbulkan banyak kejanggalan-kejanggalan
sehingga timbul pertanyaan apakah instansi yang berwenang
dapat dengan mudah mengeluarkan surat tanda bukti hak
apabila ada gugatan dari pihak lain dan bagaimana suatu
bukti kepemilikan hak atas tanah yang belum bersertipikat
dapat dengan mudah dipalsukan sehingga dapat merugikan
pemilik hak atas tanah yang sebenarnya. Dalam hal tersebut
kiranya menurut penulis terdapat unsur-unsur kolusi dan
korupsi dalam pembuatan surat~surat baik dari instansi
pemerintah seperti kelurazhan maupun instansi yang lebih
berwenang 1lainnya, sehingga yang seharusnya memberikan

kepastian hukum bagi para pemilik hak atas tanah malah
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membuka peluang adanya unsur—-unsur kecurangan sehingga
Badan Pertanahan Nasional dan badan pemerintah Ilainnya
seperti Pengadilan bukan lagi merupakan suatu instansi
vang mempberikan keadilan dan kepastian hukum bagi
masyarakat.

Dalam penerapan Pasal 32 ayat (2) P.P. No. 24 tahun
1997 bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah
diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang ataun
badan hukum yang mempercleh tanah tersebut dengan itikad
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa
mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 {(lima)
tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan
tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

bengan ketentuan tersebut maka makna dari pernyataan,
bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuwat dan bahwa
tujuan pendaftaran tanah vang diselenggarakan adalah dalam
rangka memberikan Jjaminan kepastian hukum di bidang

pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya,
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sungguhpun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem
negatif bertendensi positif. Ketentuan tersebut tidak
mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang, baik
kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta
digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang
memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan
dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan.
Kelemahan sistem ini dapat diatasi dengan lembaga
yang dikenal oleh hukum adat yaitn lembaga
“"Rechtverwerking”. Dalam hukum adat dan selaras dengan
Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UUPA, 7jika seseorang
selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan,
kemudian tanah itu dikerjakan oleh orang lain, vyang
memperolehnya dengan itikad baik, maka dia dianggap telah
melepaskan haknya atas bidang tanah yang bersangkutan dan
karenanya hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah

tersebut.

3. Perlindungan Terhadap Pembell Tanah Yang Beritikad Baik
Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum di dalam
pergaulan hidvp masyarakat, perilaku dari anggota

masyarakat diatur dalam peraturan hukum maupun peraturan-
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peraturan yang dibentuk atas persetujuan pihak-pihak yang
berkepentingan. Tidak ada sunatu perbuatan manusia yang
sempurna, karena ifu peraturan-peraturan yang telah di
ketahui kemungkinannya pada waktu peraturan itu di bentuk
tetapi tidak meliputi keadaan yang ternyata di kemudian
hari ada dan tidak diketahui kemungkinannya itu.

Dalam hal demikian maka itikad baik atau kejujuran
adalah faktor yang amat penting dalam hukoem di samping
diperlukan dalam hubungan pergaulan kehidupan masyarakat.
Umumnya pihak vang beritikad baik atau Jujur patuot
dilindungi coleh hukum dan yang tidak jujur patut merasakan
akibat dari ketidakjujuran itu.

Semua itikad baik atan kejujuran dapat terlihat pada
waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum dan pada waktua
pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub
dalam perhubungan hukum tersebut.>!

Dalam kasus perkara kepemilikan tanah Alm. H. Dahlan
alias Digul Bin Saban, dimana tanah yang dihaki oleh Alm.

H.Dahlan alias Digul dipercleh berdasarkan itikad baik

1 Wirjono Prodjodikero, Asas-asas Hukum Perdata, cet. 11,
{Bandung: Sumur Bandung, 1992), hal. 56.
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dimana hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta

berikut:

1.

, 52

Sekitar tahun 1207 (Zaman Pemerintah Belanda):;
Terdapat tuan tanah bernama Tuan Dalles, atas
persetujuan Tuan Dalles Alm. H. Dahlan alias Digul Bin
Saban menduduki sebidang tanah di wilayah Pasar
Minggu. Adapun tanah tersebut merupakan hutan dan
semak belukar yang kemudian dengan itikad baik digarap
oleh Alm. H. Dahlan alias Digqul Bin Saban menjadi
perkebunan dengan ditanami buah-buahan;
Bahwa Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban dalam
menempati tanah tersebut telah membayar sewa kepada
Tuan Dalles dam Alm. H. Dahlan alias Digul Bin Saban
mendirikan 2 (dua) rumah permanent dari kayu dan atap
genteng dengan seizin dari Kantor Gemeente Djatibaru;
Sekitar tahun 1236 Alm. H. Dahlan alias Digul Bin
Saban mendirikan rumah diujung sebelah timur dan
tengah, dengan seizin dari kantor DPU dan yang
mengerjakan bangunan tersebut adalah saudara Abu dan
saudara Rabin;
Bahwa berdasarkan pendaftaran tanah pada tahun 1938-
1939 tanah tersebut sudah didaftar oleh Alm. H. Dahlan
alias Digul Bin Saban di kantor Daerah Pajak Hasil
Bumi Wilayah Djatinegara vang kemudian dikuatkan
berdasarkan Surat Girik No. 863 Persil 7 D.I atas nama
H. Dahlan alias Digul Bin Saban;
Bahwa pada Zaman Jepang berkuasa, rumah dan
pekarangan, kebun Alm., H. Dahlan alias Diqul Bin Saban
dipakai oleh Pemerintah Jepang untuk pabrik sepatu
Bata Secokojo dengan pimpinan Aura Goci, namun
Pemerintah Jepang membayar sewa sebesar Rp. 20 (dua
puluh rupiah) setiap bulannya, dan Alm. Dahlan alias
Digul Bin Saban diberikan penggantian sebesar Rp.
2.000,- (duaribu rupiah) untuk pembongkaran dan
pemindahan rumah sebelah barat H. Dahlan alias Digul
Bin Saban.
Bahwa pembayaran oleh Pemerintah Jepang dipercayakan
kepada Saleh dan Sunarjo yang bekerja pada Pemerintah
jepang sebagai yang mengurus sewa rumah tersebut dan

*® Putusan Pengadilan, Op. Cit.
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membayarkan uvang sewa kepada Blm. H. Dahlan alias
Digul Bin Saban;

7. Bahwa ketika menyerah daerah Pasar Minggu diduduki
kembali oleh tentara NICA (Belanda} dan sekitar tahun
1947 oleh Pemerintah Jepang melalul saudara Wawih
{seorang polisi) tanah dan bangunan rumah serta
pekarangan, kebun sebelah timur dikembalikan 1lagi
kepada Alm. H, Pahlan alias Digul Bin Saban.

8. Bahwa mengingat tanah yang disebelah timur bangunan
rumah dalam kondisi yang rusak maka Alm. H. Dahlan
alias Digul Bin Saban menyewa tukang bernama H. Mutadi
untuk memperbaiki rumah dan menanami lagi tanah dan
kebun dengan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Tepatnya
sekarang Asrama Kepolisian Pasar Minggu.

Jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas
bahwa Alm., H. Dahlan alias Digul Bin Saban memperoleh hak
milik atas tanahnya tersebut didasarkan itikad baik dan
bukan melawan hukum. Bahwa seperti didalilkan oleh para
ahli waris Alm. H. Dahlan alias Digqul Bin Saban  bahwa
ayahnya telah membayar pajak sampai dengan tahun 1962,
sehingga terdapat kenyataan bahwa telah 1lebih kurang
empat puluh tahun tanah sengketa tersebut tidak pernah
dikuasai lagi oleh penggugat, sehingga melihat kenyataan
tersebut maka penggugat dianggap telah melepaskan haknya,
dan sebagai akibat pengaruh lamanya waktu tersebut maka
demi kepentingan dan ketentraman hukum, sudah tidak pada

tempatnya perkara gugatan a quo diperiksa dan diadili oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi apakah
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dengan tidak dibayarnya pajak atas tanah tersebut maka
Alm., H. Dahlan alias Digul Bin Saban dianggap telah
menelantarkan  tanahnya. Hal demikian kiranya dapat
ditelaah dari adanya:

1. Permchonan wakaf kepada ahli waris H. Dahlan alias
Digul Bin Saban atas tanah yang telah berdiri Masjid
Jami Al-Awwabin dengan bukti surat No.
03/Skep/04/VI/2001 tertanggal 18 Juni 2001.

2. Berdasarkan swurat keterangan pembunatan ikrar wakaf
No. 23/1.711.1 tertanggal 17 Juni 2002,

3. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan kepala desa
Pasar Minggu pada tanggal 27 Juni 2002 tentang
perwakafan Hak Milik No. 26/ 1.711.1 menerangkan
bahwa Girik C. 863 Persil 7 D.I seluas 1.155 M2
adalah benar tanah wakaf.

Bahwa dengan adanya bukti tersebut diatas, maka
perlu kiranyva dikaji kembali apakah benar H. Dahlan alias
Digul Bin Saban telah benar-benar menelantarkan tanahnya
atavw karena adanya penguasaan dari pihak lain yaitu
tergugat I (Sasmita) vyang telah menduduki secara fisik
tanah tersebut tanpa itikad baik sehingga menimbulkan

asumsi pemilik tanah sebenarnya tidak mengurus dan
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menelantarkan  tanahnya. Kalau pemilik menelantarkan
tanahnya penulis beranggapan tidak mungkin ada gugatan
pada tanggal 27 September 1965 dengan register No. 337/
1965. G dan dibuat akta perdamaian oleh hakim yang sampai
sekarang tidak pernah dipenuhi oleh tergugat I.

Dalam menanggapi hal tersebut maka penulis melakukan
wawancara kepada praktisi hukum dari kantor “Aditya law
Firm” di Plaza Bapindo Tower Mandiri Lantai 20 Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 54-55 Jakarta Selatan,
berdasarkan wawancara kepada Bapak Muhammad Aditya, S.H.
M.Hum. , sebagai pemilik “Aditya law Firm” dimana
dinyatakan bahwa terhadap pihak-pihak yang beritikad baik
membeli tanah tersebut dari tergugat I, II, III dan IV
dalam hal ini para pemilik 6 sertipikat tersebut diatas
tadi patut dilindungi, karena para pihak tersebut telah
mempercleh haknya dengan peralihan hak dengan memberikan
suatu konpensasi sejumlah harga atas tanah tersebut
melalui itikad baik. Pasal 1965 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menyatakan bahwa:

Ttikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan

siapa yang menunjuk kepada itikad buruk diwajibkan
membuktikannya.
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Setiap orang dianggap beritikad baik sedangkan
ketidakjujuran harus dibuktikan. Dalam hal tersebut
ketidakjujuvran tidak begitu saja dianggap ada, tetapi
harus dibuktikan. Undang-Undang tidak memberikan perumusan
mengenali apa yang di maksud dengan itikad baik. Akibatnya
peranan hakim menjadi sangat penting untuk memberikan arti
dan isi dari pada itikad baik di mana berbeda untuk tiap-
tiap kasus.

Maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
No.1l4 tahun 1970 tentang ketentuan—ketentnan pokok
kekuasaan kehakiman, maka hakim selaku organ peradilan
dalam melaksanakan tugasnya Jjika 1a tidak menemukan bhukum
tertulis maka hakim wajib menggali hukum, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
serta harus memberi putusan berdasarkan atas kenyataan
sosial vang hidup dalam masyarakat. Dimana hakim dituntut
selalu menerapkan profesionalisme kerja, keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap pencari keadilan.

C. Analisa Permasalzhan
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Setelah mempelajari gugatan penggugat, Jawaban
terqugat, replik, duplik dan kesimpulan vyang diberikan
oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap
putusan NC: 558/PDT.G/2002/PN.JARK-SEL tertanggal 27 Mei
2003, merupakan dasar bagi penulis untuk melakukan analisa
terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari
sengketa sertipikat tanah tersebut, seperti diuraikan
sebagai berikut:

Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah
dan kekuatan tanda bukti girik terhadap suatu tanah yang
terletak di lckasi yang sama?

Terhadap pokok permasalahan pertama tersebut diatas,
maka penulis memberikan analisa sebagaima berikut:

Sertipikat hak atas tanah adalah sebagai hasil akhir
proses pendaftaran tanah termasuk perubahan-perubahan
menyangkut  subjeknya, status haknya dan perbuatan-
perbuatan hukom yang dilakukan terhadap tanahnya merupakan
alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyvatakan di dalam
ketentuvan Pasal 19 ayat (2} huruf ¢ P.P. No. 10 tahun 1961
dan Pasal 32 ayat (2) P.P. 24 Tahun 1997 dan Pasal 38 ayat
{2} UUPA. Dengan adanya sertipikat sebagai tanda bukti hak

memberikan Jjaminan kepastian hukum yang kuat Dbagi
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pemegangnya sepanjang sertipikat tersebut sesual dengan
buku tanah dan surat ukuvr yang ada di kantor pertanahan.

Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan
untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai
dengan data fisik yang ada dalam surat uvkur dan data
yvuridis vang telah didaftar dalam buku tanah. Memperoleh
sertipikat adalah hak pemegang hak atas tanah, vyang
dijamin Undang-undang.

Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan
bukan merupakan tanda vang mutlak/sempurna menurut
ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah vang
melaksanakannya (PP 10/1961 dan PP 27/1997). Hal ini
berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di
dalamnya mempunyai kekuatan hukum dar harus diterima
sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak
ada alat pembuktian vang membuktikan sebaliknya.

Sedangkan yang dimaksud petuk pajak, pipil, girik dan
lain-lainnya adalah surat tanda pengenaan pajak atas nama
pemilik tanah, karena dikenakan pada vang memiliki
tanahnya, petuk pajak yang fungsinya sebagai surat
pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat

dianggap dan diperlakukan sebagai tanda-bukti kepemilikan
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tanah yang bersangkutan, Pengenaan dan penerimaan
pembayaran pajaknya oleh pemerintah pun oleh rakyat
diartikan sebagai pengakuan hak pembayar atas tanah yang
bersangkutan oleh pemerintah.®® Sehubungan dengan hal
tersebut rakyat belum merasa aman, selama petuk pajak
tanah yang dibelinya belum diganti dengan yang baru atas
namanya. Hal ini diperkmwat dengan adanya putusan Mahkamah
Agung yang menyatakan “Surat petuk pajak bumi bukan
merupakan suwatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah
milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi
tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu
tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang
bersangkutan” (Subekti-Tamara, J., 1961, kumpulan Putusan
Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agﬁng, Jakarta,
halaman 153.).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dazpat kiranya
ditarik kesimpulan bahwa petuk pajak, pipil, girik dan
sebagainyva bukan merupakan suatu tanda bukti kepemilikan
sehingga petuk pajak, pipil, girik dan sebagainya hanya
sebagali tanda bukti pengenaan dan penerimaan pajak saja.

Sehingga tidak berakibat suatu hak kepemilikan hukum

% Harsono, Op.Cit., hal 84.
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terhadap pemegangnya atas suatu bidang tanah. Akan tetapi
apabila dikaitkan dengan sejarah pendaftaran tanah dimana
pada saat sebelum berlakunya P.P. No. 10 tahun 1961
mengenal Pendaftaran Tanah, yang kemudian diubah menjadi
P.P, No. 24 tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah, dimana
pada saat itu belum dikenal adanya sertipikat hak atas
tanah sebagai tanda bukti hak. Sehingga dapat dimaklumi
apabila masyarakat pada saat itu menganggap dan
memberlakukan petuk pajak, pipil, girik dan sebagainya itu
sebagai tanda bukti kepemilikan. ©Oleh karena surat
pengenaan pajak berupa petuk pajak, pipil, girik dan
sebagainya itu dianggap dan diberlakukan sebagai bukti
kepemilikan pada saat itu, sehingga pemerintah dalam
memberlakukan pengkonversian hak atas tanah memperhatikan
petuk pajak, pipil, girik dan sebagainya itu apabila
memenuhi beberapa ketentuan dalam peraturan konversi dapat
dijadikan alas hak untuk dapat diterbitkan sertipikat hak
atas tanah sebagai tanda bukti haknya yang diatur dalam
penjelasan Pasal 24 P.P. No. 24 tahun 1997.

Jadi surat pengenaan pajak merupakan alas hak untuk
dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah melalui

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali di kantor
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Pertanahan. Dengan diterbitkannya sertipikat maka kekuatan
pembuktian sertipikat hak atas tanah, meliputi dua hal
yakni:

1. sertipikat merupakan alat bukti yang kuat yang berarti
selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data
yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus diterima
sebagai data yang benar sepanjang data tersebut sesuai
dengan data vyang tercantum dalam surat ukur dan buku
tanah vang bersangkutan.

2. Bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah
bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain
jika selama 5 {lima) tahun sejak diterbitkannya
sertipikat tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat
dan Kepala Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan sedangkan tanah tersebut diperoleh orang
atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan
secara fisik dikuasai olehnya atau oleh orang atau
badan hukum lain yang mendapat persetujuannya.

Akan tetapi dalam hal penguasaan tanah dengan tanda
bukti hak berupa sertipikat, kiranya perlu diperhatikan

apakah penguasaan tanah dengan tanda bukti sertipikat vyang
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sudah berlangsung sekian lama tersebut akibat dari
penguasaan yang diperoleh secara ilegal/melawan hukum
sehingga tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum. Dan
penguasaan semacam ini dapat selalu memberikan peluang
terhadap pemilik tamah yang sebenarnya untuk menuntut
haknya melalui gugatan dengan membuktikan bahwa ia adalah
pemillik yang sah atas bidang tanah tersebut.

Jadi dengan dikuasainya suatu bidang tanah dengan
itikad baik maka pihak yang beritikad baik memperoleh hak
atas tanabh menutup pihak lain yang merasa mempuyai tanah
itu untuk menuntut pelaksanaan haknya dalam Jjangka waktu
lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Hal ini merupakan prinsip yang diatur oleh lembaga
Rechtsverwerking vyang berlaku didalam hukum adat dan
diatur dalam Pasal 32 ayat (2) P.P. No. 24 tahun 1997 dan
merupakan lembaga yang menutupi kelemahan dari sistem
publikasi negatif yang dianut oleh Indonesia.

Sesuai dengan Jurisprudensi yang berlaku “pengaruh
lamanya waktu” yang dikenal dalam sistem hukum adat,
sistem hukum mana adalah sistem hukum yang dipakai dalam

Hukum Pertanahan di Indonesia. Hal ini juga dikonstantir
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lebih jauh oleh Dr. Soepomo, S.H., dalam bukunya “Huokum
Acara Perdata Pengadilan Negeri” halaman 124 vyang
menyatakan bahwa:

“Pengaruh lamanya waktu terhadap suatu hubuongan
didasarkan pada sikap seseorang dimana dapat disimpulkan
bahwa ia sudah tidak mempergunakan haknya lagi. Dan faktor
waktu sangat mempunyali arti untuk menguatkan sikap duduk

diamnya orang-orang yang menpunyai kepentingan”.

Apakah seorang yang telzh menggunakan dan menggarap tanah
selama berpuluh-puluh tahiun serta melaksanzkan kewajiban
membayar pajak suatu hak atas tanah dapat diakuil sebagail
empunya hak atas tanah tersebut?

Terhadap pokok permasalahan kedua tersebut diatas
maka penulis memberikan analisa sebagal berikut:
Tata cara memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan
konsep rancangan Undang-undang Direktorat Agraria tahun
1979 dimana peralihan dan perolehan hak milik atas tanah
hanya dapat dilakukan melalui:
1. Jual Beli;
2. Tukar menukar;

3. Hibah atau pemberian;
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4, Pewarisan dan atau wasiat;

5. Cara-cara lain yang sah menurut peraturan Perundang—-

undangan yang berlakn.

Sedangkan Hak Milik atas tanah hapus karena:

a. Tanahnya musnah.

b.

Penetapan Undang-Undang, tanahnya kembali pada
penguasaan Negara, antara lain karena:

4. Ditelantarkan

5. Pemiliknya orang asing

6. Pemilik yang melebihi penetapan batas maksimum
Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, antara
lain karena:

1.Perwakafan

2.Penghibahan kepada Negara

Pengembalian pada penguasaan Negara meliputi:
l.Pelepasan hak

2.Pembebasan tanah

3.Pencabutan hak demi kepentingan umum oleh Negara.

Selain itu menurut Pasal 584 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, mengatur hak milik (eigendom} hanya dapat

diperoleh dengan jalan:

1. Pengambilan {(contoh: membuka tanah, memancing ikan).
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2. “Natrekking”, yaitu jika suatu benda bertambah besar
atau berlipat karena perbuatan alam, (contoh: tanah
bertambah besar akibat gempa bumi, kuda beranak,
pohon berbuah) .

3. Lewat waktu, ({(verjaring) dalam hukum adat dikenal
lembaga "“Rechtverwerking”.

4. Pewarisan.

5. Penyerahan (“overdracht” atau "“levering”) berdasarkan
suatu title pemindahan hak vang berasal dari seorang
yang berhak memindahkan eigendom.®*

Sedangkan Hak milik hapus berdasarkan Pasal 27 UUPA yaitu:

a. Tanahnya jatuh kepada Negara:

1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA;

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

3. Karena ditelantarkan;

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2}
UUPA;

b. Tanahnya musnah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila seorang
yang telah menggunakan dan menggarap tanah selama
berpulub-puluh tahun dengan itikad baik serta melaksanakan

kewajibannya sebagai pemilik tanah dimana tanah tersebut

belum dimiliki pihak lain dapat memperoleh hak milik atas

S4gubekti, Op. Cit., hal. 70-71.
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tanah berdasarkan pengambilan atau pengakuan atas tanah
yang belum ada pemiliknya.

Perolehan kepemilikan atas suatu benda menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata terjadi selama batas waktu
selama 20 tahun dimana benda tersebut ditelantarkan oleh
pemiliknya. Dimana seseorang tersebuft memperoleh hak milik
berdasarkan lewatnya waktu 20 tahun. Sedangkan dalam hukum
pertanahan lembaga yang mengatur mengenai daluarsa adalah
lembaga hukum adat yaitu lembaga Rechtsverwerking, dimana
seseorang memperoleh hak atas tanah karena lampaunya
waktu. Lembaga Rechtsverwerking ini berlaku terhadap
tanah-tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama
berpuluh-puluh tahun sehingga tanah yang ditelantarkan itu
dapat dimiliki pihak lain tanpa melawan hukum.

Akan tetapli kepemilikan tamah di Indonesia tidaklah
sedemikian mudahnya, hal ini disebabkan pernah adanya
penjajahan oleh bangsa lain dan kegiatan pendaftaran tanah
di wilayah Indonesia yang belum menyeluruh. Dimana tanah-
tanah di wilayah Indonesia pada zaman Hindia-Belanda
adalah milik para tuan tanah dan masyarakat pribumi
sebagai penyewa dan penggarap tanahnya. Kemudian dengan

berakhirnya penjajahan itu orang pribumi yang menyewa
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tersebut lambat-laun menyatakan dirinva sebagai pemilik
dari tanah vang digarapnya dengan memenuhi beberapa
kewajiban-kewajiban sebagai pemilik tanah. Hal demikian
banyak menimbulkan permasalahan sengketa tanah karena
tanpa suatu akta wvan transport yang sah tidak mungkin
seorang penduduk Indonesia asli pada zaman penjajahan
tersebut dapat memiliki begitu saja tanah eigendom.

Dimana tanah-tanah yang ada pada saat itu sebagian
besar adalah tanah ex Hak Barat, vyaitu bekas tanah
Eigendom yang setelah masa penjajahan dikuasai oleh Negara
dan dapat diberikan kepada pemchonnya., Hal ini
berseberangan dengan penguasaan secara fisik oleh para
pribumi  yang mengakui hak atas tanah berdasarkan
penguasaan bertahun-tahun dari para tuan tanah. Sehingga
untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan dianutnya
sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif
yang diterapkan di Indonesia dan lembaga Rechtsverwerking,
dimana pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku-tanah atas
nama seseorang tidak mengakibatkan, bahwa orang yang
sebenarnya berhak atas tanah itn akan kehilangan haknya,
orang tersebut masih dapat menggugat hak dari orang yang

terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak dan
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dengan ditelantarkan tanahnya mengakibatkan seseorang
kehilangan hak atas suatu bidang tanah dalam jangka waktu
tertentu dan dengan ditelantarkannya suatu hak atas tanah

memberikan seseorang hak atas tanah.

Apakah seseorang yang lebih dulu mempercleh hak atas tanah
melalui pengakuan hak dapat dibatalkan haknya berdasarkan
kekuatan pembuktian sertipikat?

Terhadap pokok permasalahan ketiga tersebut diatas
maka penulis memberikan analisa sebagai berikut:

Sseorang yang memperoleh hak atas tanah melalui
pemgakuan hak tidak dapat dibatalkan haknya berdasarkan
kekuatan pembuktian sertipikat kecuali seseorang tersebut
mempercoleh hak atas tanahnya itu berdasarkan suatu alas
hak yang ilegal. Dan seseorang dapat kehilangan hak atas
tanﬁhnya apabila ia menelantarkan dan tidak menggunakan
tanahnya selama dua puluh tahun serta tidak melakukan
suatu gugatan terhadap orang yang menduduki tanahnya
tersebut; hal ini disebabkan adanya lembaga
rechtsverwerking yang dianut Hukum Tanah Nasional.

Berdasarkan sistem  publikasi yang dianut di

Indonesia dimana sistem publikasinya adalah sistem
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publikasi negatif yang mengandung unsur posistif dimana
berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ dari P.P. No. 10
tahun 1961 dinyatakan bahwa pendaftaran menghasilkan
surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Demikian juga dinyatakan dalam Pasal
23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) P.P.
No. 24 tahun 1997. Dalam sistem negatif murni tidak ada
kenyataan demikian pernyataan tersebut mengandung arti
bahwa pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional
sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha,
agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang benar dalam
buku tanah dan peta pendaftaran. Hingga selama tidak dapat
dibuktikan yang sebaliknya data yang disajikan dalam buku
tanah dan peta pendaftaran harus diterima sebagai data
yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari, maupun
dalam pengadilan. Dalam sistem ini mangatur bahwa
pembukuan sesuatu hak dalam pembukuan sesuatu hak dalam
daftar buku-tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan,
bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan
kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat menggugat
hak dari orang yang terdaftar dalam bukiz tanah sebagai

orang yang berhak. 0Oleh karena itu dalam hal pembuatan
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sertipikat hak atas tanah berdasarkan penjelasan Pasal 24
ayat (2) P.P. No. 24 tahun 1997 diatur syarat-syarat yang
harus dipenuhi bagi pembukuan hak atas tanah:

a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang
bersangkutan dilakukan dengan itikad baik, secara
nyata dan terbuka selama waktu 20 tahun;

b. Bahwa kenyataan penguasaan dan pengguanaan tanah
tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan
karenanya itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh
masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan vyang
bersangkutan ataupun pihak lainnya;

c. Bahwa hal-hal tersebut, vyaitu penguasaan dan
penggunaan tanah yang bersangkutan serta tidak
adanya gangguan, diperkuat oleh kesaksian orang-
orang yang dapat dipercaya;

d. Bahwa telah diadakan penelitian mengenai kebenaran
hal-hal yang disebutkan di atas;

e. Telah diberi kesempatan kepada pihaklain untuk
mengajukan gugatan keberatan melalui pengumuman
sebagaimana dimaksud Pasal 26;

f. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan
pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa
pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitian
Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut diatas
maka penerbitan sertipikat dapat dilakukan, akan tetapi
bukan berarti sertipikat tersebut menjadi alat pembuktian
yang mutlak karena sistem publikasi yang dianut oleh
sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem
publikasi negatif yang mengandung unsur positif dimana
pemilik sertipikat hak atas tanah masih dimungkinkan

adanya gugatan dari pihak lain sebagai pemilik tanah yang
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sesungguhnya, dan apabila dapat dibuktikan bahwa seseorang
tersebut adalah pemilik tanah yang sah maka pemilik
sertipikat hak atas tanah tersebut akan dicabut haknya
sebagali pemilik sertipikat melalui pencabutan hak dan

bahkan akan dikenakan sanksi pidana maupun perdata.
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BAR III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus didalam BAB

IX, maka dapat disimpulkan hal-~hal sebagai berikut:

1.

Sertipikat Hak Atas Tanah bukan merupakan suatu tanda
bukti  kepemilikan vyang mutlak/ sempurna tetapi
merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian vyang kunat sepanjang data fisik dan data
yuridis vyang termuat didalamnya seswvai dengan data
yang ada dalam surat wukur dan buka tanah vang
disajikan di Kantor Pertanahan. Dan selama tidak dapat
dibuktikan sebaliknya, data £fisik dan data yuridis
yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data
yang benar, baik dalam melakukan perbratan hukum
sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan.
Sedangkan tanda bukti girik merupakan surat pengenaan
pajak atas nama pemilik tanah yang fungsinya sebagai

surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak. Surat
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pengenaan pajak bumi seperti girik bukan merupakan
suatu bukti mutlak bahwa tanah yang dalam sengketa
adalah milik orang yang namanya ftercantum dalam surat
pengenaan pajak tersebut, akan tetapi girik itu hanya
merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar
pajak dari tanah vyang bersangkutan. Girik dan surat
pengenaan pajak lainnya digunakan sebagai unsur
pembantu dalam penegasan konversi hak milik adat
menjadi hak milik menurut UUPA mengenai tanah-tanah
vang dimintakan pendaftarannya menurvt P_P. No. 10
Tahun 1961 dan P.P. No. 24 Tahun 19927.
Seseorang dapat memperoleh hak atas tanah atas dasar
penguasaan fisik tanah dan pendahulu-pendahulunya
selama 20 tahun atau lebih secara nyata dan dengan
itikad baik dan selama itu tidak diganggu gugat dan
hal itu diperkuat oleh kesaksian orang—orang yang
dapat dipercaya. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal
24 ayat (2) P.P. NO. 24 tahun 1997 vyang merinci
syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pemilik tanah
untuk memchonkan pembukuan hak atas tanahnya, yaitu:
a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang
bersangkutan dilakwukan dengan itikad baik, secara
nyata dan terbuka selama waktu yang disebutkan

diatas;
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b. Bahwa kenyataan penguasaan dan pengguenaan tanah
tersebut selama tidak diganggu gugat dan karenanya
itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat
hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan
ataupun pihak lainnya;

c. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang
bersangkutan serta tidak adanya gangguan, diperkuat
oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

d. Bahwa telah diadakan penelitian mengenai kebenaran
hal-hal yang disebutkan di atas;

e. Telah diberi kesempatan kepada pihak lain untuk
mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana
dimaksud Pasal 26 P.P. No. 24 Tahun 1997,

f. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan
pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa
pengakuan hak yang Dbersangkutan oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik
dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
tanah secara sporadik.

Seseorang yang memperoleh hak atas tanah melalui

pengakuan hak dapat dibatalkan haknya berdasarkan

keknatan pembuktian sertipikat apabila orang tersebut
selama waktu tertentu tidak mengusahakan hak atas

tanah tersebut, sehingga demi hukum pemilik awal tanah
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tersebut akan kehilangan haknya untuk menguasai dan
memiliki tanah tersebut. Dan orang yang dengan itikad
baik telah menguasai dan memanfaatkan suatu bidang
tanah berhak untuk memperoleh hak atas tanah yang
telah dimanfaatkan olehnya dalam suwatu Jjangka waktu
tertentu. Dan dalam hal suatu bidang tanah sudah
diterbitkannya sertipikatnya secara sah atas nama
orang atau badan hunkum yang memperoleh tanah tersebut
dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka
pihak lain yang merasa mempuyai hak atas tapah itu
tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut,
apabila dalam waktwe lima tahun sejak diterbitkannya
sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau

penerbitan sertipikat tersebut.

B. SARAN
Berdasarkan permasalahan yang telah di teliti maka
pennlis memberikan saran sebagai berikut:
1. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah
seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum terhadap

pemilik tanah, sehingga pemerintah seharusnya berani
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merubah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur
positif menjadi sistem publikasi yang positif murni.
Karena dengan memberlakukan sistem publikasi positif
murni tersebut memacu pemerintah untuk bekerja dengan
sungguh-sungguh dan berperan aktif dalam memberikan
perlindungan dan Jjaminan yang mutlak kepada pemegang
Hak atas tamah yang sudah didaftar.

Seharusnya pemerintah memberikan pengaturan yang
sifatnya lebih khusus dan kongkrit dalam mengatur cara
prerolehan hak atas tanah, sehingga sengketa-sengketa
tanah yang banyak terjadi sekarang maupun dikemudian
hari dapat dihindari atap diminimalisir melalui
perangkat hukum yang jelas dan kongkrit.

Dengan dibexrlakukannya sistem publikasi positif oleh
pemerintah, dapat menjamin kepastian hukum terhadap
pemilik  tamah, Apabila dikemudian hari  terdapat
gugatan dari pihak yang merasa memiliki tanah terhadap
tanah yang sudah didaftar atas nama pihak lain dan
gugatannya dimenangkan oleh pemilik tanah awal
tersebut, sehingga dengan diberlakukannya sistem
publikasi positif pemegang hak yang sudah didaftar

tersebut tidak kehilangan haknya.
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E :f;?é"tlxd'adilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Periara Perdata Gugatzn

—No. S58/PLG/2002/PNJak Sel., telsh mengemukakan halhal yeng pada
pokoknya sebagai barikut :

1. Bahwa selama perkawinan antara pasangan suami-isteri H. Dahlan
alias Digul bin Kainan alias Saban déngan Hj. Zubaedah Binti Lepang

3 . tetah dikarunia 5 (Lima) orang anak yaitu :

1.2. Umar bin. H. Dahlan alias -Digul;--
1.3. Maming bin H. Dahtan aljas Digul;

1.4. Matamin bin H. Dahlan alias Bigul; ---- mmmam e
1.5. Nining binti H. Dahlan alias Digul {Almarhum) ;
—_-_'_—-__‘-__-.-"_—-‘-‘-‘-—_""‘—-——’-'-‘__"N-——\-

; Berdasarkan Kutipan Surat Ketetapan Fatwa Ahli Waris No.239/1979 yang
L dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 1979
' (Bukti P, 1).

- 2. Bahvia semasa hidupnya ahli waris Nining binti H. Daf;lan alias Digul
(Almarhumah) telah menikah dengan Siyik Mardin {Afmarhum) dalam
perkawinan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang yaitu ;-—-=-----=—- ——

2.1. Salbiah (Almarhumah) ;
2.2, Sarbini (Almarhum);
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2.7. Suryadi; »
2.¢. Suryana ; . : S

. 3. Baawa semasa hidup pasangan suami isteri alm. Digul bin Saban dan

alm. Hj. Zubaedah binti Lepang mempunyai sebidang tanah dengan Girik

No. B63 atas nama Digul bin Saban yang felalt dipecah menjadi 3 (tiga)
..:____—-———-...._______'
Percil yaiby =mmmmm e et e —

e
3.1, Sebidang tanah Percil 7 D 1 seluas 0,106 deka are dengan Girik No.

863 atas nama Digil bin Saban ;

3.2. Sebidang tanah Percil 5 D Il seluas 0,173 deka are dengan girtk No.
863 atas nama Digul bin Saban j-ve-mmsrmrom e

3 3 ‘Sefmdang tanah Percil 5 D Il seluas 0,027 deka are dengan girik No.
863 atas nama Digu! bin Saban ;-

‘{Bh‘kl:n P 2)

. \
- \_ﬁ.

4, Bahwé Almarhum Digul bin Saban berdasarkan bukti kepemilikan
R tersebut juga telah memenuhi kewajibanaya dalam membayar pajak

adalah sebagai berikut :--5 -

4.1 Bahwa Almarhum Digul bin Saban pada tahun 1954 telah membayar
pajak tanah berdasarkan surat ketetapan pajak tanah sebesar Rp.
22,- (dua pulull dua rupiah). (Bukti P.3};

4.2. Bahwa Almarhum Digul bin Saban pada tahun 1955 telah membayar
pajak tanah berdasarkan surat ketetapan pajak tanah sehesar fp
22.- { dua puluh dua rupiah). (Bukti P.4) ;--- -

4.3. Bahwa Almarhum Digul bin Saban pada tahun 1956 telah membayar
pajak tanah berdasarkan surat ketetapan pajak tanah sebesar Rp.
22,- {dua puluh dua rupiah}. {Bukti P.5) ; -

4.4. Bahwa Almarhum Digul bin Saban pada tahun 1957 teiah membayar
pajak tanah berdasarkan surat ketetapan pajak tanah sebesar Rp.
30,- (tiga puluh rupiah). (Bukti P.6) ;
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,f{; ':il thwa Almarhum Digul bIn Saban pada tahun 1958 telah membayar
A g

I ! pa;;!k tanah berdasarkan surat ketetapan pajak tanah sebesar Rp.
-~ (dua puluh empat rupiah). (Bukti P.7) ;

4.6. Batwa Almarhum Digul bin Saban pada tahun 1961 telah membayar
paiak tanah berdasarkan surat ketetapan pajak tamah sabesar Rp.
150,- (seratus lima puluh rupiah). (Bukti P.B) ;

4.7. Bahwa Almarhum Digul bin Saban pada tahun 1962 telah membayar
pajak fe_mah berdasarkan surat ketetapan pajak tanah sebesar Rp.
150,- (seratus lima puluh rupiah). (Bukti P.9) ;

5. Bahwa bukti kepemilikan atas sebidang tanah tersebut diperkuat juga
dengan surat penjelasan tertanggal 13 Januari 1950 dari jurutulis lurah
pasar minggt Amat bin Tala yang menjelask;ln saya yang bertanda tangan
dibawah ini Amat bin Tala sebagai djuru tulis furah desa pasar minggu
menjelaskan tanah desa yang terletak disebelzah selatan jalan ragunan

= berbatasan disebelah timur dari tangsi polisi pasar minggu panjang 80 mt
luas 80 mt semenjak tahun 1907 yang menggarap yaitv Digul bin Saban

_' selagu saya bekerja men]adn djuru tulis lurah desa tersebut serta saya

g < pemlfsa tetah buku giriknya bernama Digu} bin Saban dan betu! ia telah

membayar selama 4 tahun banyaknya Rp 40, (empat puluh rupiah) mulai
semenjak tahun 1947 sampai dengan tahun 1950 saya sudah terima

-~ dibayar contant. Surat kwitansie pembayaran saya serahkan pada yang

membayar Digu! bin Saban pada waktu fa membayar ada pula saksi-

saksinya yaitu D. Sulaiman bin Boi pekerjaan sebagai administratie lurah di

asistenan pasar minggu. (Bukti P.10.) ;

6. Bahwa demikian pula bukti kepemilikan tersebut diperkuat juga dengan
surat No.03/Skapf04/VI/2001 tertanggal 18 Juni 2001 para pengurus
Mesjid Jami Al Awwabin Polsek Metro Pasar Mingguy mengajukan
permohonan wakaf kepada ahli waris Digul bin Saban atas sebagian tanah
tersebut yang teleh berdiri Masjid Jami Al. Awwabin (Bukti P, 11);

7. Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut Pemerintah Kotamadya
Jakarta Selatan Kecamatan Pasar Minggu berdasarkan surat keterangan
No.23/1.711.1 tertanggal Jakarta 17 Juni 2002 menerangkan bahwa
berdasarkan catatan himpunan wajib pajak leter C kelurahan Pasar
Minggu pada tahun 1939/1947 terdaRar sebagai tanah milik adat C 863
Persil 7 D. I luas tanah 1060 M tercatat atas nama wajib pajak Digul bin
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in alias Saban dan sampai saat ini berdasarkan catatan himpunan

] - -
i pajak leter C Kelurahan pasar Minggu tercatat atas nama Cigul bin
an alias Saban dan surat tersebut untuk persyaratan permohonan

buatan surat lkral wakap. (Bukti P.1ﬁ) ;

~a demikian pula atas parmohonan tersebut dengan Surat Keterangan
ala Desa Tantang Perwakafan Tanah Milik No. 26/1.711.1 .yang
:luarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Pasar Minggu tertenggal 27 Juni
2 menerangkan bahwa tanah berupa sawah, pekarangan, keban atau
ibak Girik C.863 Persil 7 D.1 seluas 1.155 M2, kecamatan Pasar Minggu,
supatenfKotamadya Pasar Minggu PropensifSetingkat Jakarta Selatan
1gan batas-batas Sebelah Timur Jalan Asrama Polsek, Sebelah Barat
rumahan Asrama Polsek, Sebelah Utara Sekolah SLTP Bhayangkari.
belah Selatan Jalan Asrama Polsek adalah benar tanah Wakaf. (Bukti

13) ;-

fw3 dengan demikian jelas terbukti kebenarannya berdasarkan hukurn
ahwa sebidang tanah Percil 7 D I seluas 0,106 deka are dengan Grik No.
63 adalah milik atas nama Digul bin Saban ;--

izahwa yang menjadi sengketa yang dikvasai Para Tergugat secara mela-
van hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan terhadap Percil 7 D 1
ieluzs 0,106 deka are dengan Girik No. B&3 atas nama Digul bin Saban
vang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Pasar Mingqu setempat yang
dikenal dengan Ji. Ragunan, dulu Rt.0B/02 yang sekarang RE.005/04

cengan batas-batasnya sebagai berikut :--- -

- Sebelah Utara :Jalan Ragunan; - S

Sebelah Selatan : Tanah Digul bin Saban R

- Sebelah Timur : Jalan{Gang Bima Jaya ;--—--
Sebelah Barat : Klinik DKK Puskesimas ;

..Bahwa yang menjadi awal dasar kepemilikan terhadap sebidang tanah

atas nama Digul bin Saban adalah dapat diuraikan sebagai berikut ;

11.1. Bahwa sekitar tahun 1907 di zaman pemerintahan Belanda terdapat

tuan tanah yang bernama Tuan Dalles atas persetujuan tuan dalles -

alm. Digul bin Saban menduduki sebidang tanah di wilayah
Kelurahan Pasar Minggu adapun tanah tersebut merupakan hutan
dan semak belukar yang kemudian dengan itikad baik digarap oleh
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= 11.5.

11.3.

11.8,

3 11.7.

“"Bahwa namun demikian alm. Digul bin Saban dalam menempati

sebidang tanah tersebut telah membayar sewa kepada Tuan Dalles
dengan harga sewa f.7,5 tiap tahunnya kemudian dinaikan menjadi
f.10. Kemudian atas tanah tersehut dihangunizk 2 (dua)__mmah
permanen dari kayv dan atap genting dengan seizin dari kantor

Gemeeante Djatibary ;-

Bahwa.Pada sekitar tahupn 1936 Almarhum Digul bin Saban
mendirikan rumah diujung sebelah timur dan ditengah, dengan
seljin dari kantor DPU dan yang mengerjakan bangunan tersebut

adalah Saudara Abu dan Saudara Rabin ;

. Bahwa berdasarkan pendaftaran tanah pada tahun 1938-1939 tanah

tersebut sudah didaftarkan oleh Almarhum Digul bin Saban di kantor
Daerah™ Pajak- Hasil Bumi Wilayah Djatinegara yang kemudian
dikvatkan bardasarkan Surat Girik C. No.863 Persil 7 D.I atas nama
Almarhum Digul bin Saban ; a2l

BE-II'I“WE pada saat Jepang berkuasa rumah, pekarangan dan kebun
Almarhum Digul bin Saban dipakai oleh Pemerintah Jepang ‘untuk
Pabrik Sepatu Bata Secokojo dengan pimpinan Aura Goci, namun
demikian Pemerintah Jepang atas tanah tersebut menyewa kepada
Almarhum Digul bin Saban dengan harga sewa sebesar Rp.20 {dua
puluh rupiah) setiap bulannya, dan Almarhum Digu! bin Saban
diberikan blaya penggantian sebesar Rp.2000 {dua riby rupiah)

vntuk pembongkaran dan pemindshan rumah sebelahBarat ;

Bahwa cara pembayaran harga sewa tersebut oleh Pemerintah
Jepang dipercayakan kepada Saleh dan Sunarjo yang bekerja pada
Pemerintah Jepang sehbagai yang mengurus sewa rumah tersebut
dan atau membayarkannya uang sewa kepada Almarhum Digul bin
Saban. (Buktl P.14) ;

Bahwa ketika Jepang menyerah daerah Pasar Minggu diduduki

kembali oleh tentara NICA (belanda) dan sekitar tahun 1947 oleh -

pemerintah Jepang melslui perantara Saudara Warwih (seorang
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12,

dalam kondisi yang rusak maka Almarhum Digul bin Saban
menyewa tukang yang bernama Hajl Mutadi untuk memparbeikinya.
Adapun tanah dan kebun selanjuinya ditarami lagi earupa tumkb th-
tumbuhan dan buah-buzhan yang berguna untuk peaghidupan, Dan
tanah disebefah Barat juga ditanami tumbuh-tumbuhan dan buah-
buahan tepatn'ya sekarang dilokasi Asrama Kepolisian Pasar Minggu
ycng sampai saat ini masih dikuasai ofeh Kepolisian Republik
Indonesia (Polsek Pasar Minggu) tanpa seijin dari pemilik tanah atas

nama Almarhum Digul bin Saban ;

Bahwa untuk tanah dan kebun, yang berada ditengah-tengah § N

tepatnya dilokasi Klinik/Puskemas Pasar Minggu dikuasai ofeh tuan
Mayer dan selanjutnya tanah dan kebun tersebut téfah dibayaroleh: - -

tuan Mayer untuk uang penggantian kepada Almarhum Digul bin

Saban ;

Bahwa sélanjutnya tanah dan rumah beserta pekarangannya
kemudian oleh Almarhum Digu! bin Saban telah disewakan kembali
kepada seorang Polisi hiica yang bernama Tuan Soma. Namun pada
wakfu ity Tergugat I (sasmita) yang sebagai mandor DPU Pasar
Minggu pada Jaman Nica menumpang di rumah Tuan Soma ;

Bahwa ketika Tuan Soma (polisi Nica) dipindah tugaskan dari Pasar
Minggu Tergugat I (Sasmita) masih mendiami tanah dan bangunan
beserta pekarangan dan kebun dan Tergugat I (Sasmita) herjan'ji
akan membayar sewa rumah dan tanah sebesar Rp.20 (dua puich
rupiah) setiap bulannya berda'sarxkan perjanjian tertanggal 18
Februari 1956 yang disaksikan oleh Amat (Jurv tulis Lurah Pasar
Minggu), Bontong (Lurah Pasar Minggu) dan M. Hasan (Dewan
Pimpinan Anak Cabang Rukun Tani Indonesia Pasar Minggu. (Bukti
P.15), akan tetapi Tergugat I (Sasmita} telah ingkar janji dengan
tidak membayar uyang sewa kepada Almarhum Digul bin Saban
sampai tanah tersebut beralih kepada Para Tergugat ; --

Bahwa demikian pula Tergugat I {Sasmila) sekitar tahun 1951
mengajak familinya Tergugat II (Adang Tanuaimaja) dan Tergugat
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T (Soleman) ustuk menduduki/menguasal tanpa atas hak hukum

_Jir ;alas tanah dan ket n kepunyaan Almarhum Digul bin Sabon ;
/5

_Bahwa sekitar tahun 1960 Tergugat TI (Soleman) dengan melawan
tukum tefah menjual hak kepunyaan orang lain akas eebagian tanah
(kavling) dan bangunan kepada Tergugat IV (1. A. Boentaran) ;

11.1¢. Bahwa demlkian pula Térgugat V (Lurah Entong Saari) menjual tanah

dengan mengatasnamakan tanah desa dan merubah kepemilikannya
ates tenah tersebut menjadl 4 (empat) orahg naina yaltu atas nama
Tergugat I (Sasmita), atas mama Tergugat 11 (Adang Tanuatmaja),
ates nama Tergugat III (Soleman) dan atas nama Turut Tergugat IV
(T.A. Buntaren) ;

11.15, Bahwa akibat perbuatan Temugat I térsebul: jelas Almarhum Digul

bin Saban merasa dirugikan sehingga melalui kuasanya mengajukan
gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang
terdaftar tertanggal 27 September 1965 dengan Register No.337/
1965. G sekarang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

11,16.Bahwa selama proses atas perkare tersebut telah terjadi kesepakatan

perdamaian dimuka pengadilan sehingga dibuatkanlah Alkka Perda-

main oleh hakim, namun Tergugat I (Sesmita) tidak melaksanakan isi

dari pada putusan Akt Perdamaian tersebut sampai  dengan
sekarang. (Bukti P.16);

11.17. Bahwa demikian pula Tergugat I (Sasmita) dengan melawan hukum

telah menjual kembali sebidang tanah (kavling) tersebut kepada Ibu
Mira dan kemudian ibu Mira menjual kembali sebagian: tanah
{kavling) tersebut kepada Tergugat IX (Rudy Hermanto), kemudian
Ibu Mira juga ménjual sebagian lagi tanah (kavling) tersebut kepada
Dr. Lee Suan Hu yang kemudian Dr. Lee Suan Hu menjual kembali

kepada Tergugat VIl {Paula Mulyady) ;

11.18.Bahwa Tergugat II (Adang Tanuatmaja) tanpa atas hak hukum telah

menjual sebidang tanah (k.ivling} tersebut kepada Toke MéS'Bandung
(Tbu Ellen) -dan kemudian Toko Mas Bandung (Ibu Elleﬁ) menjual
kembali tanah (kaviing) tersebut kepada Tergugat X (PT. Bank Buana
Indonesia) ;
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_ﬁ _Iﬁlﬁl%Bahwa Tergugat I (Soleman/R.Effendi) telah menjual kembsali
ﬂ‘_‘j kepada Temugat )XI (Rudyanto Dammali) atas sebagian tanah
b _-;'_“.:J.

(kavhng) terssbut tanpa bukti kepemiltkan yang sah ;—

B 4

11.20. Bahwa sekn:ar tahun 1978 Tergugat IV (T.A. Buntaran) telah menjual
kembali sebagian tanah (kavling) kepada Emma Rachman {ahli waris °
T.A. Buntaran dan juga kepada Tergugat XI (Rudyanto Darmali) ;——

o

11.231 Bahwa Emma Rachman (ahfi waris T.A. Buntaran Tergugat IV) telah
menjual sebagian tanah (kavling) kepada Tergugat VI {Sugiharto)
dan Juga kepada Tergugat VII ( Nirman Burhan), kemudian kepada
Tergugat XII {Sutarlim) tanpa buktl kepemiltkan yang sah secara
hukum ;

11.22.Bahwa demikian pula Turut Tergugat {BPN Jakarta Selatan) telah
pula menerbitkan akta-akta kepada masing-masing Para Tergugat
sedangkan tanah-tanah yang didapat oleh Para Tergugat dengan
jalan melawan hukumsehingga penerbitan akta-akta tersebut tentu

cacat demi hukum mengingat atas tanah tersebut berdasarkan

bukti-bukti otentik atas nama Almarhum Digul bin Saban ;-

11,23.Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan hukum Para Tergugat
dan Turut Tergugzat I telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan merekayasa atas bukti-bukti akta kepemilikannya sehingga
merugikan Para Ahli waris Digul bin Saban, oleh karenanya bukii-

bukti akta tersebut adalah cacat demi hukum untuk ity harus batal

demi hukum ;

" 12.Bahwa demikian pula mengingat Para Tergugat saat ini telah menguasai
sebagian-sebagian bidang tanah {Kavling) milik Para Pengqugat tersebut
yang fuasnya 1.587 M2 secafa itegal sehingga menimbulkan kerugian
berupa hilangnya harta benda milik Para Penggugat, maka adalah wajar

apabila Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng '

kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut :---

NO. PEMILIK LUAS PER M2 JUMLAH

1. | Tergugat1 (Sugtharta)| 169 M2| Rp. 7.000.000,-| Rp. 1.183.000.000,
Kav.18 dan Tergugat I
{Nirwan 8urhan)
Kav.18 ’

2. |Terqugat “TIT (Paula | 260 M2| Rp. 7. 000.000,-{ Rp. 1.820.000.000 1
a Mulyad!) Kav. 15 ) )
3 Tergugat IV {Rudy| 260 M2]Rp. ?DOD 000,- Rp. 1.820.000,000 4

hge— -l
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\
ermanto/JIE) Kav.16

"[fergugat V (Bank | 382 M2 | Rp. 7.000.000,- Rp. 2.674.000.000,

Buana Indonesla)
Kav.14

Tergugat VI (Rudyanto | 500 M2 Rp. 7.000.000,-| Rp. 3.500.000.000,
parmali) Kav.17 dan

Kav.68

[ Tergugat viI| 16 M2 | Rp. 2.000.000,-] Rp. 112,000.000,
{sutarlim) Kav.364
TOTAL 1,587 M2 | Rp. 7.000.000.-] Rp. 11.109,000.000,

Jadi besarnya ganti rugi yang ditangé;ung oleh Para Tergugat yang
dibayarkan secara tanggung renteng kepada Para Periggugat adalah
1.587. M2 x Rp. 7.000.000 = Rp. 11.109.000.000,- (sebelas miliyard

seratus sambilan juta rupiah) ;

13.Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka

adalah wajar apabila Pafa Tergugat tersebut dihukum untuk segera

~ menghentikan segala kegiaiannyé di atas lokasi tanah termaksud serta

14,

mengembalikan bidang-bidang tanah tersebuf kepada Para Penggugat
sampai ada pulusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

Bahwa Para Penggugat sangat khawatir kepada Para Tergugat ~akan
mengalihkan harta kekayaannya menghindan kewajiban-kewajibannya yang
Smbul berdasarkaa gugatan ini dan jika hal yang demikian itu terjadi, maka
gugatan ini skan menjadi sia-sia. Karenanya Para Penggugat mohon agar
Pengadilan Negeri Jakarta Sefatsn meletakkan sita jaminan akas harta
kekayaan Para Tergugat dan saat ini baru diketahui adalah sebagai berikut :

14.1. Sebidang tanah berikut bangunan sertz segala sesuatu yang berada
distesnya, setempat dikenal sebagal J. Raya Raéunan No. %.A.
REOOS Rw.04, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarts Selatan
ateu Kav. 18, dengan batas-batasnya sebelah Utara X Raya
Ragunan, sebelah Timur Gang Bima Jaya, sebelah Selatan tanah
Sutarlim, sebelah Barat tanah Nirman Burhan 2

14.2. Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada
diatesnya, setempat’ dikenal sebagai Jl. Raya Ragunan No. 9.B.
Rt.005 Rw.04, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
ateu Kav.18, dengan batas-batasnya sebelsh Utara- ). Raya
Ragunan, sebelah Timur Sugiharto, sebelah Selatan tanah Rudyanto
Darmali, sebelah Barat tanah Rudyanto Damali ;

Sengketa sertipikat..., Pety Fatimah, FH Ul, 2007




144,

14.5.

14.6.

14.7.

T2

atau Kav. 15, dengan batas-batasnya sebelah Utara JI. Raya
Ragunan, sebslah Timur tanah Rudy HermantofJIE, sebelah Selatan
tanah H. Masruri dan tanah Joko Sumardi, sebelah Barat tanah Bank

Buana Indonesia ;

Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada
diatasnya, setempat dikenal sebagai Jl. Raya Ragunan No. 10.B.
REOOS Rw.04, Kel, Pasar Minggu, Kec, Pasar Minggu, Jakartz Selatan
atau Kav.16, dengan batas-batasaya sebelah Utara Ji, Raya Ragunan,
sebelah Timur tanah Rudyante Damali;, sebelah Selaten tanah
Yaman dan tznah Heri Amrizal dan tanah Burhanudin, sebelsh Barat
tanah Paula Mulyad! ; ]

Sebidang tanah bertkut bangunan serfa segala sesuatu yang berada
diatasnya, setempat dikenal sebagai Jl. Raya Pasar Minggu No. i1,
RE.005 Rw.04. Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Salalan
atau Kav.14, dengan batas-batasnya, sebelah Utara ). Raya
Ragunan, sebelah Timur tanah Paula Mulyadi, sebelah Selatan tanah
Sarbini dan tanah H. Masruri, sebelah Barat Puskesmas/Klinik ; ——~

Sebid_ang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada
distasnya, setempat dikenal sebagai ). Bima Jayz No.l. REDOS

Rw.04. Kel. Pasar Minggu, Kec, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atav -

Kav. 17 dan Kav.68, dengan batss-batasnya Kav. 17, sebelah Utare J.
Raya Ragunan, sebelah Timur tenah Nirman Burhan, sebelah Selatsn
tanah Rudyanto Dammali, sebelah Barat tanah Rudy Hermanto/JIE.
Dan Kav.68, sebelah Utera tanah Rudyanto Darmali, tanah Mirman
Burhan, tanah Suterim, sebelah Timur Gang Bims Jaya, sebelah
Selatan tanah Sutarjo, sebelah Barat Rudy Hermanto/JIE ;-

Sebidang tanah berikut bangunan serfa segala sesuatu yang berada
diatasnya, sefempat dikenal sebagai JI. Bima Jaya Rt.005 Rw.04,
Kel, Pasar Minggu, Kec. Pasar Mingguy, Jakarta Selatan .atau Kav.
364, sebelah Utara tanah Sugiharto, sebelah Timur Gang Bima Jaya,
sebelah Selatan tanah Ru_dyan.to Darmali, sebelah barat tanah

Nirman Burhan ;
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Barang-barang fain yang perinciannya akan disusulkan kemudian ;—~

s y)’za apabila Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi outusan
i:":'b/p/engadilan, maka Para Tergugat wajib membayar uang paksa

(dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- {sepuluh
juta rupiah) per-hari untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan

| putusan dimakstd [---cmmrmmmuns = : -

e

2zhwa Mengingat gugatan ini didasarkzn pada bukti-bukti otentik yang
ridak dapat |agi disangkal kebenarannya, maka Para Penggugat mohon
agar dalam putusan dalam perkara ini dapat dijatankan terlebih dahulu
vialaupun terdapat bantahan, banding atau kasasi (Uitvoorbaar bij

voorraad) ;-

Makz berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan ini dan selanjutn‘ya

memutuskan :

1.
2.

engabutkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan Para Penggugat adalah satu-satunya Para Ahli Waris yang
szh dari H. Dahlan alias Digul bin Sainan alias Saban berdasarkan
Xutipan Surat Ketetapan Fatwa Ahli Waris No.239/1979 yang dikefuarkan
oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 17 Mei 1879 ;———-

#enyatakan dan menetapkan bahwa Para Ahli Waris H. Dahlan alias
Digul bin Sainan alias Saban adalah satu-satunya yang herhak atas tanah
dan bangunan terhadap percil 7 D I seluas 0,106 deka are dengan girik
t'0.B63 atas nama Digul bin Saban yang terletak di Kotamadya Jakarta
Selatan, Pasar Minggu setempat yang dikenal dengan jalan Ragunan dul
Rt.08/Rw.02, yang sekarang Rt.005/Rw.04, yang batas-batasnya sebagai

barikut ;-

- Sebelah Ukara :Jalan Ragun;m R
Sebelah Selatan : Tanah Digul bin Saban ;----=-xa----
- Sebelah Timur " Jalan{Gang Bima Jaya :
Sebelah Barat - : Klinik DKK Puskesmas :

Menyatakan secara hukum bahwa Para Terqugat dan Turut ;rergugatl

telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
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Wuk im atay settdak-tadaknye dibatalkan karena cacat hukum ;—————

R et Rl

5.

Menghukum Para Tergugat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari terhi-

tung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan, secara tanggung ren-

ten¢ dan seketika menyerahkan kembali kepada Pare Penggugat yaitu -

6.1,

6.2,

6.3.

6.4

Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuvatu yang
berada diatasnya, satempat dikenal sebagai )i, Raya Ragunan No.
9.A. Rt.‘(_)OS Rw.04, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, atau Kav.18, dengan batas-batasnya sebelah Utara JI.
Raya Ragunan, sebelah Timur Gang Bima Jaya, sebelah Selatan
tanah Sutartim, sebelah Barat tanah Nirman Burhan ;--

Sebidang tansh berikut bangunan serta segala sesuaty yang
berada diatasnya, setampat dikena! sebagal JI. Raya Ragunan No.
9.8. Rt.005 Rw.04, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggqu, Jakarta
Selatan, atau Kav.18, dengan batas-batasnya sebelah Utara Ji.
Raya Ragunan, sebelah Timur tanah Sugiharto, sebelah Selatan
tanah Rudyanto Darmali, sebelah Barat tanah Rudyanto Darmali ;-

Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang
berada diatasnya, setempat dikenal sebagai Jf. Raya Ragunan No.
10.A Rt.005 Rw.04, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, atau Kav.1S, dengan batas-batasnya sebelah Utara Ji.
Raya Ragunan, sebelah Timur tanah Rudy Hermanto/JIE, sebelah
Selatan tanah H. Masrusi dan tanah Joko Sumardi, sebelah Barat
tanah Bank Buana Indonesm et ATELES

Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang
berada diatasnya, setempat dikenal sebagai JI. Raya Ragunan No.
10.B Rt.005 Rw.04. Kel-. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, atau Kav. 10, dengan batas-batasnya sebelah Utara JI.
Raya Ragun'an,_ sebelah Timur tanah Rudyanto Darmali, sebelah
Selatan tanah Yaman dan tanah Heri Amrizal dan- tanah
Burhanudin, sebelah Barat tanah Paula Mulyadi j--~------e—r- ~—

16.5. Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yanyg

berada diatasnya, éete?npat dikenal sebagal 3!, Raya Ragunan No.
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RL.005 Rw.04, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
'latan, atau Kav. 14, dengan batas-batasnya, sebelah Utara ).
Raya Ragunan, sebelah Timur tanah Paula Mulyadi, sebelah
Selatan tanah Sarbi.ni dan tanah H. Masruri, sebalah Barat tanah

PuskesmasfKlinik ;

€.6. Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang

berada diatasnya, seter-npat dikenal sebagai 1l. Bima Jaya No.1
Rt.005 Rw.0d, kel. Pasar Minggy, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, atar Kav.17 dan Kav,68B, dengan batas-batasnya Kav.17,
sebelah. Utara™JI. Raya Ragunan, sebelah Timur tanah Nirman
Burhaﬁ} sebalah .Selatan l:anah-Rud_xantg Darmali, sebelah Barat
tanah Rudy HermantofJIE. Dan Kav.68, sebelah Utara tanah
Rudyanto Darmali, tanah Nirman Burha‘n, tanah Sutarlim, sebelah
Timyr Gang Bima Jaya, sebelah Selatan tanah Sutarjo, sebelah
Barat Rudy Hermanto/JIE ;

6.7. Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang
berada diatasnya, setempat dikenal sebagai . Bima Jaya Rt.005
Rw.04, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
atau Kav.364, sebelah Utara tanah Sugiharto, sebelah Timur Gang
Bima Jaya, sebelah Selatan tansh Rudyanto Dammali, sebelah Barat
fanah Nirman Burhan.
kepada
Dengan kewajiban membayar vang paksa (dwangsom) sebesar Rp.
10.000.000,~ (sepuluh juts nupiah) perhari dalam hal Pama
Tergugat terlambat melaksanakan putdsan tarmaksud ;

Menghukum Para Tergugat dalam-jangka \';faktl_.l 8 (delapan) hari terhitung
sejgk putusan dalam perkafa ini diucapkan, secara tangguhg renteng
mermbayarkan secara seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat ganti
rugi sebesar Rp 11.109.000.000,- (sebelas fniliyard seratus sembilan Juta
rupizh), ditambah bunga sebesar 23 % per tahun terhitung sejak
diajukannya gugatan ini sampai Para Tergugat membayar secara seketika
dan sekaligus seluruh kewajibannya kepada Paca Tergugat ;—————r—-

Menghukum Para Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatannya
dilokasi atas tanah tersebut sampai ada putusan pengadilan yang mem-
‘punyai kekyatan hukum tetap ;
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Menyatakan sah dan berharga-sita jaminan yang ditetakkan dalam perkara

im ;
11, Menyatakan bahwa dalam perkara ini-dapat dilaksanakan terebih dahulu
walaupun terdapat bantzhan, banding ateupun kasasi (Uitvoorbaar bij

voorraad) ;

12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renfeng
untuk membayar biaya perkara yang timbut akibat perkara termaksud ;—-

ATAU, apablia pengadilan berpandapat {aln mchon putusan yang seadil-adilnya
{(2equo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telsh ditetapkan, untuk para

g;enggugat telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di stas ;

Untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat M, Tergugat IV den Tergugat V tidak
hadir dan tdak pula mengfrimkan wakilnya yang sah untuk itu, walaupun
«apadanya telsh dilakukan pemanggilan dengan sepatutaya menurut hukum ;—

Untuk Tergugat Vi, Tergugat VII, Tergugat VI, Tergugat IX, -Tergugat X,
Tergugat XI dan Tergugat XII telah hadir menghadap persidangan UUNG
_ GUMAWAN, SH., WAWAN SETIAWAN, SH., YAMAN SURYAMAN, SH. dan DICKY
DENIAWAN, SH., ADVOKAT DAN Pengacara berkantor di gedung BRI Harmoni
1. Gajah Mada No. 1A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertznggal 21
Nopember 2002 ;—

Untuk Turut Tergugat, telah hadir menghadap persidangan HARDIONO, SH.,
DAILAMI RAMLI, SH., GEMBING JOKO, SH., FARIDA WIDYARTATI, SH., DWI
HARY JANUARTO, SH. dan DEWI MASITOH, SH., pegawal-pegawal Kantor
Pertanahan Jakarta Sefatan berdasarkan surat Kuasa Khusus No.1.511.2f
2728/S{ 002 tertanggal 18 Nopember 2002 ;

Menimbang, bahwa mula-mula majelis telah mengusahakan perdamaian
diantara pars pihak berpekara namun usaha tersebut Hdak berhasit maka
pemeriksaan petkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
penggugat yang atas pertanyaan Hakim  Ketua Majelis penggugat
menyatakan 5ertetap pada gugatannya dengan sekedar perubahan
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“"Hal. 4 point 7.

Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut Pemerintah Kotemadya
" Jakarta Selatan Kecamatan Pasar Minggu berdasarkan surat No. 23/1.7.11.1
tartangga! Jakauta 17 Jum 2002.... .

Perbaikan menjadi :

Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut Pemerintah Kotamadya
Jakarta Selatan Kecamatan Paser Minggu berdasarkan surat No. 24f1.7.11.1
tertanggal Jakarta 17 Juni 2002.... ‘

. Hal. 5 point 11,3.

Bahwa pada sekltar tahun 1936 Almarhum Digul bin Saban mendirikan
* rumah divjung sebelah Timur dan Tengah dengan seljin dari kantor
DPU.....

Perbaikan menjadi:

Bahwa pada sekitar tahun 1936 Almarhum Digul bin Saban merdirikan
rumah divjung sebelah Timur dan Barat dengan seijin dari kantor DPU.. ..

. Hal. 6 point 11. 11.

Bahwa ketika Tuan Soma {Polisi Nica) dipindah tugaskan darj pasar

minggu Tergugat I (Sasmita) masih mendiami tanah dan bangunan
beserta pekarangan dan kebun, dan Tergugat 1 (Sasmita) berjanji akan: /
membayar sewa rumah dan tanah sebesar Rp. 20 {Dua puluh‘rupiah):'. l_

setlap bulannya bardasarkan perjanjian tertanggal 18 Februari 1956 yang g Fygar

disaksikan oleh (Juru Tulis'Lurah Pasar Minggu).......

Perbaikan menjadi 1-=----=r--emensomras -

Bahwa ketika Tuan Soma (Polisi Nica) dipindah tugaskan dari pasar
minggu Tergugat I (Sasmita} masih mendiami tanah dan bangunan
beserta pekarangan dan kebun, dan Tergugat I {Sasmita) bérjanji akan
membayar sewa rumah dan tanah sebesar Rp. 20 (Dua puluh rupiah)
setiap bulannya berdasarkan perjanjian tertanggal 18 Februari 1950 yang
disaksikan oleh (Jyru Tulis Lurah Pasar Minggu).......
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Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat VI
sampai dengan tergugat XII mengajukan jawaban tertanggal 14 Januari 2003

sebagai berikut:

A DalAM KONPENSI :—

1. Bahwa, para Terguget tersebut diatas dengan ini menolak seluruh dalil-datil
gugatan para Penggugat, kecuali yang para Tergugat akui secara tegas-tegas;-

II. TENTANG EKSEFSI :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

bahwa, sebagaimana disebutkan sendiri oleh para Penggugat dalam posita
gugatannya bubir 11.17 dan bubir 11.18, bahwa pemilikan sebagian tanah
sengketa oleh Tergugat IX berasal dari Ibu MIRA, oleh Tergugat VIH dari
Dr. Lee Svan Hu, sedangkan oleh Tergugat X dard Ibv ELLEN (Toko Mas
Bandung) ;

bahwa, akan tetapi tidak ternyata Ibu MIRA, Dr. Lee Suan Hu dan Ibu
ELLEN tersebut diikut sertakan sebagai partijfpthak dalem perkara a-quo,

sehingga karenanya gugatan para Penggugat telah disusun secara tidak

sampurna {onvoldoende geformuleerd} ;
2. Tentang "Rechtsverwerking” akibat pengaruh lamanya wakty ;———ou—-

a. bahwa, seperti didalilkan sendiri oleh Penggugat, Penggugat pemah
membayar pajak tanah sengketa tersebut sampai tahun 1962,

bahwa seandainyapun - quod non - benar tanah sengketa merupakan
mifik Penggugat, didapat kenyatzan bahwa telah empat puluh tahun
tanah sengketa tidak penah dikuasai '-Iagi_ oleh ﬁihak Penggugat,
sehingga melihat kenyataan tersebut mtaka Penggugat harus dianggap
telah melepaskan haknya (rechtsverwerking), dan sebagai akibat
pengaivh Jamanya waktu tersebut maka demi Kepentingan dan
ketentraman hukum, sudah Hdak pada tempatnya perkaé gugatan a-
quo diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
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'5;5 wa ses.ai dengan jurispruc -nsi yang berlaku “pengaruh lamanya

) “ dikenal dalam sistim hukum -idat, sistim hukum mana adalah
fetim yang dipakal dalam Hukum Pertanahan di Indonesia.

Dikonstatir lebih jauh oleh Prof. Dr. Soepomo, SH. daiam bukunya
Hukum A=fa Perdata Pengadilan Meged " halaman 124 dst. vano

menyatakan bahwa :

‘Pangarsh lamanya wkty terhadap suaty hubungan didasarkan pads
sikap seseorang dimana dapat disimpulkan bahwa i sudah bdak
mempergunakan haknya lagi. Dan foktor waktu sangat memputlyar arll
untuk menguatéan siksp duduk diamnya orang-orang yang mempunyai

kepantingan”.

Serdasarkan hal-hal yang bersifat processuel diatas saja, maka gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

17, TENTANG POKOK PERKARA

1. ba~wa, apa yang telah para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi
mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Jawaban
pada pokok perkara, baik secara eksplisit mavpun implicit ;-----

2. a. Cari TERGUGAT VI (SUGIHARTO) :

-~ bahwa, benar Tergugat VI adalah pemilik bangunan, setempat dikenal .
dan tedetak di Jalan Raya Ragunan Nomor 9 A, RT. 005, RW. 04, SR B
Kelurahan Pasar Minggu, Kecamaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;-— 4 SRR b

- bahwa, bangunan tersebut berdiri diatas Tanah Negara seluas £ 76,35 RN
m2.;

- 'bahwa, pemilikan bangunan dan hak atas tanah negare tersebut oleh
Tergugat VI didasarkan pada Akta Jual-Beli Rumah dan Pemindahan
Hak dan Kuasa, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Handriyatni
Sianipar, $H. Notaris dengan aktanya Nomor 54 tanggal 28 Agustus
1999 antara SAMING (Penjual} dengan Tergugat VI (Pembeli} ; —---—--

- bahwa, pemilikan bangunan dan hak atas tanah negara tersebut oleh ) -
SAMINO didasarkan pada Akka Jual-Beli Rumah dan Pemindahan Hak
yang dibuat oleh dan dihadapan Muhani Salim, SH. Notaris, dengan

——————
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utas kanah negara tersebut ;

b. ari TERGUGAT VIIT {NIRMAN BURHAN) temsmersaaenes

bahv.;a, benar Tergugat VII adalah pemilik bangunan setempat
¢ixenal dan terfetak di Jalan Raya Ragunan Nomor 9 B, RT.005
RW. 04, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan ;

bahwa, bangunan tersebut berdiri diatas Tanah Negara seluas +

bahwa pemilikan bangunan dan hak atas tanah negara tersebut
diperol-eh Tergugat VII berdasarkan Akta Jdal-Beli Rumah dan
Pemindahan Hak dan Kuasa yang diﬁuat oleh dan dikadapan Ny,
Hardriyatni Sianipar, SH. Motaris dengan aktanya Nomor 55
tanggal 25 Agustus 1999 antara SAMINO (Penjual} dengan
Tergugat YII {Pembeli) j------mmrovmmmmm o e e -

behwe, pemilikan bangunan dan hak atas tanah negara tersebut
oleh SAMINO didasarkan pada Akta Jual-Bell Rumah dan
Permindahan Hak yang dibuat oleh dan dihadapan Muham Salim,
SH. Notaris dengan aktanya Nomor 87 tanggal 17 Aptil 1966
antara Ny. Emia Rahman (Penjual) dengan SAMINO {Pembeli) ;—

bahwa, Tergugat VII kini tengah mengajukan parmohonan suatu

hak atas fanah negara tersebut ;- o

c. Dart TERGUGAT VIII (PAULA MULYADI) : mmramenma e

bahwa, benar Tergugat VIII adalah pemilik atas tanah dan
bangunan setempat dikenal dan terletak di Jalan Raya Ragunan
Nomor 10 A RT. 005 RW, 04, Kelurahan Pasar Minggu,

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

- bahwa, pemilikan tanah dan bangunan tersebut diperoleh

Tergugat VIII berdasarkan Akte Jual-Beli yang dibuat oleh dan
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d. Dari TERGUGAT IX (RUDY HERMANTO)

1l

h'a a;;an Raden Darussalam - PPAT di Jakarta dengan akkanya
hor 3/PPAT/ 1978 tanggal 23 September 1978 antara Ny.
ke Toar Masitoh (Penjual) dengan Tergugat VIII (Pembeli} ;—

bahwa, tanah yang dijual tersebut merupakan Hak Pakal
sertipikat Nomor 9/sisa. Surat Ukur No. 1811021976 tanggal 22
Juni 1976 seluas 273 m2. ;

bahwa, pada tahun 1979, berdasarkan Surét Keputusan Gubemur
Kepala Daerah Khusus Ibukota tanggal 26 Juni 1979 No.1466/
232/UHGB/5/1/1979. atas tanah tersebut diberikan Hak Guna
Bangunan atas nama Tergugat VIlI, demikian sebagaimana
ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24/Kelurahan
Pasar Minggu, dan berakhir haknya pada tanggal 30 Juni 1999 ;-

bahwa, karena pada tanggal 30 Juni 1999 Hak Guna Bangunan
tersebut telah.berakhir, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakerta Selatan tanggal 8 Maret 2000
No. 1.711.2/155/HGB/SU/2000 diberikan lagi Hak Guna Bangunan
atas nama Tergugat VI, demikian sebagaimana temyata dari
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 941/Kelurahan Pasar Minggu, dan
berakhir haknya pada tanggal 17 April 2020 ;

bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala
badan Pertanahan Nasional Nomor 6/1998 tanggal 26 Juni 1998, Hak
Guna bangunan Nomor 941/Kelurahan Pasar Minggu tersebut hapus
dan divbah menjadi Hak Milik Nomor 2638/Kelurahan Pasar Minggu
atas nama Tergugat VIII ;

bahwa, benar Terqugat X adalgh peniilik tanah dan bangunan
setempat dikenal dan terletak di Jalan Raya Ragunan Nomor 10 B

RT.005 RW.04, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan ;

bahwa, pemiliken tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat IX
berdasarkan Hibah dan Pelepasan Hak pakai yang dibuat oleh dan
dihadapan Ny. Jetty Taher, SH. Notaris dengan aktanya Nomor 79
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5-—-/bahwa, berdasarkan Surst Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan

Pertanzhan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal Il
Oktober1990 Nomor 1.711,2/3310f09-04/498/B/1990 atas tanah Hak
Pakai tersebut diberikan Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat IX ;

bahwa, pada tanggal 30 Okbober 1990 telah diterbitkan Sertipikat Hak
Guna Béngunan atas nama Tergugat IX Nomor 103/Kelurahan Pasar
Minggu dan akan berakhir haknya pada tanggal 18 Nopember 2010 ;-

bahwa, dengan adanya Keputusan Menteri Negara Agreria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Noror 6/1998 banggal 26 Juni 1998, Hak
Guna Bangunan Nomor 103/Kelurshan Pasar Minggu tersebut
dinyalakan hapus dan dirubah menjadi Hak Milik Nomor
1632fKelurehan Pasar Minggu atas nama Tergugat IX ;——————--—-

e. Dari TERGUGAT X (PT BANK BUANA INDONESIA Tbk) : —————eev

- bahwa, benar Tergugat X adalah pemilik atas tanah dan bangunan
setempat dikenal dan terletak sebagai Kantor Cébang Pembantu PT,
Bank Buana Indonesia Tbk. Jalan Raya Ragunan Nemor 11, lakarta
Selatan ;

bahvia, pemilikan tanah dan bangunan teisebut diperoleh Tergugat
X berdasarkan Akta Jual-Beli yang dibuat oleh dan dihadapan
Aathony Djoenardi, SH. PPAT di Jakarta, dengan aktanya Nomor
451{10/1989 antzra Ny. Eten Sufistio (Penjual) dengan Tergugat X
(Pembeli) ; ' -

bahwa, tanah yang dijual tersebut merupakan Hak Pakai, Sertipikat

Hak Pakai Nomor 300/Kelurahan Pasar Minggu yang berakhir haknya S

pada tanggal 27 Mei 1993, luasnya 382 m2. ;

bahwa, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Pertanahan Daersh Khusus Jbukota Jakarta- tanggal 3
Nopember 1993 Nomor 1.711.2/4127/09.02/994/B/1993 atas tanah
tersebut diberikan dengan Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat
X; “
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. . 'hwa,-Sertipikat Hak Pakai Nomor 300/Kelurahan Pasar Minggu
-"::E/__/ 'f/‘ersehut diatas semula tertulis atas-nama H. Adang Tanvatmadia,
diterbitkan pada tahun 1983 ;

f. Dari TERGUGAT XI (RUDYANTO DARMALI)

- bahwa, benar Tergugat XI adalah pemilik- tanah dan bangunan
setempat dikenal daii terletak di Jalan Bima Jaya lomor 1 RT. 005
RW. 04, Kelurzhan Pasar Minggu, Kecama!én Pasa. Minggu, Jakarta
Selatan ; :

- bahwa, pemilikan tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat
X1 berdasarkan Akta Jual-Beli yang dibuat oleh dan dihadapan John
Leonand Woworunty, SH. PPAT di Jakarta dengan aktanya Nomor 2/
- /1985/Pasar Minggu tanggal 17 Juli 1985.antara Ny. Lilis Suwijati
(Penjual) dengan Tergugat XI (Pembeli) ;

- bahws, tanah yang dijual tersehut berupa Hak Guna Bangunan
seluas = 225 m2. demilian sebagaimana dari Serdpikat Hak Guna
Bangunan Nomor 23/Kelurahan Pasar Mingge dan akan berakhir
haknva pada tanggal 30 Septeml-:;er 1990 ; -

- bahwa, Ny. Lilis Suwijati memperoleh tanah dan bangunan tersebut
dart Ta Adji Buntaran, demikian sebagaimana ternyata dari Akt
Jual-Beli yang dibuat oleh dan dihadapan IN. Siregar, SH. PPAT di
Jakarta dengan aktanya Nomor 3/DB.3/X/1978 tanggal 3 Oktober
1978 antara Tri Adji Buplaran (Penjual} dengan Ny. Llilis Suwijaki
{Pembeli) ;

- bahwa, .berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Jakarts Selatan tanggal 24 Nopember 1999 Nomor
1.711.2f528/HMfSKf19¢9, Hak Guna Bangunan tersebut hapus dan
diterbitkan Hak Milik Nomor 2555/Pasar Minggu atas nama Tergugat
A;

g. Dar TERGUGAT XIT{(SUTARLIM) :

- bahwa, benar Tergugat XII adalah pemilik bangunan setempat
dikenal dan terletak di Jalan Raya Ragunan Nemor 19 RT. 002 RW.
02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecematan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan ;
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hwa,.bangunén tersebut berdiri di atas Tanah Negara, seluas + 189
/ 2. diperoleh berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh
dan dihadapan Sri Agustini, SH. N ‘aris Pengganti dari Handriyatni
Sianipar, SH. dengan aktanya Nomor 48 «anggal 30 Desember 1997
antara Samino (Penjual) dengan Tergugat XIT {(Pembeli) ;

- bahwa, Tergugat XII baru bermaksud mengajukan permchonan suaty

nak atas tanah egara tersebut melatui In:tansi yang benvienang ;---

3. Bahwa, dari fakta hukum terurai diatas, maka tidaklah mungkin tanah-
tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah tanah-tanah ex milik ayah

para Penggugat ;
Sebab

- Menurut data yang ada pada sertipikat-sertipikat tnah tersebut diatas,
tanah-znah tersebut semula adalah tanah ex Hak Barat, yaitu
Eigendom ex No. E 8280 yang kemudian dikuasai Negara dan
selanjutnya sebagian diberikan kepada para Tergugat dengan Hak Guna

= -Tanpa suaty acte van transport yang sahih, tidak mungkin seorang
penduduk Indonesia asli pada zaman itu dapat memiliki begitu saja

tanah van eigendom, dan karenanya menurut yurisprudensi tetap Surat

m— it Si———— ———

Girk bukaniah menunjukkan bukti tentang kepemifikan tanah, akan

tetapi hanya menunjukkan siapa pembayar pajek atss tansh yang
bersangkutan. Karenanya sesuai pula dengan Yurisprudensi antara lain
berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret
1972 Nomor 663 KfSIpf1970 yang menyatakan :

“Kikitir atay girik hanya merupakan fanda wajib pajak dan belum
menjamin bahwa orang yang tercantum didslamnya sebagai pemilikays"

- Bohwa MOHON AKTA -

Penggugat sendin mengakui secara tegas-tegas bahwa tanah sengketa
bukanlah milixnya, sebagaimana tertuang dalam posita gugatanvya
butir 11.1 dan 11.2. dimana disebutkan :

Balnwa pada sekitar fshun 1907 o zsman Pemennlahan Belanda
terdapat Tuan €anah yang bemama Tuan DALLES atzs perselujvan
Tvan Dales alm. Digul bin Saban menduduki sebidang tanakh di wilayah
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buahan.’ ..
Bahwa nsmun demikian alm. Digul bin Saban dalam mensmpati

- sabidang tanah tersebut telzh membapsr sewa kepada Tuan Dalles
dengan harga sewa £ 7,50 tap tahunaya kemudian dinaikan menjadi
3 172 -2 '

4. Bahwa, selain telah disebutkan distas - pada bagien Eksepsi - adanya
rechtsverwerking akibat pengaruh lamanya waktu, seandainya benar -quod
non- kanah sengketa adalah milik Penggugat patut pula kimnya paa
Tergugat VI s/d XI mengkonstatir ketentuan ex pasal 32 ayat {1) dan (2)
Peraturan Pemerintsh Nomor 24 Bhun 1997, yang in extenso berbunyi

sebagai barikut :

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yundis yang
termasuk didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur buku tanah hak yang

bersangkutan ;

(2) Dalam hal atas svatu bidang tanah sudah diterbitkan -sertipikat secarn
sah gtas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebut dengan itikad batk dan secara nyata menguasainya, maka
pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)
tahun = setelah diterbitkannya sertipikat itv tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala
Kantor. Pertanahan yang bersangkutan ataupun Gdak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertipikat tersebut ;

5. Bahwa, para Tergugat VI sampai dengan XII menolak dalil-dalil gugatan
para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainyapun banar

- qued non -adalah imelevant ; : e

. Berdasarkan hal-hal terurai diatas, nyatalah bahwa gugatan para Penggugat
aquo tidaklah -berdasarkan hukum sama sekali, dan karenanya terhadap
. . gugatan demikian tidak fain tdak, haruslah dinyatakan ditolak, cum expencis.
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£ JNPENSE:

a, «ni perkenankanlah para Tergugat VI sampai dengan XII konpensi
sesuai cengan hak isitimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata
mengajukan gugatan rekonpensi, dan mohon agar apa yang tel-ah,—

dikemukakan pada bagian konpensi tersebut diatas merupakan pula bagian .

daripada fundamentum petendi gugatan rekonpens! a-quo baik secara

axplicit ~aupun implicit ;

. 3ahwa, ~zskipun mengajukan suatu gugatan adalah hak seseorang namun

tentunys penggunaan hak tersebut tidak harus sampai merugikan
kepentinzzn orang fain, dalam hal ini pengajuan gugatan konpensi yang
diajukan sleh para Penggugat dalam KonpensifTergugat dalam Rekonpensi
secara a2sal-asalan belaka sangat mengganggu kenyamanan hidup para
Penggucz: drk. dan karenanya merupakan'perﬁuatan melawan hukum,

sehingge mentmbulkan kerugian baik materiel maupun immaterie!l ; ———

Bahwa, izmlah kerugian tersebut sangat sulit didekati dengan suatu nilai
perhitungan angka akan tetapi tidak akan kurang besamya dad Rp.
11.000.000.000,- (sebelas milyard rupiah) ;

Bahwa, uatuk mgn_jamin terﬁenuhinya nilai gugatan rekenpensi a-quo maka
Penggugz: drkfpara Temgugat drk mohon agar seluruh kekayzan Tergugat
drk baix -ang bergersk maupun yang tdak bemgerak yang perinciannya

2xan disus 2kan kemudian, agar diletekkan dalam sita jaminan ;—-------—-

Serdasarkan 5z -hal terurai di atas maka kiranya yang terhormat Majelis Hakim

vang memerissa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk menjatuhkan

outusan sebagai berkut ;

RS

Mengabuixan gugatan Penggugat drk untuk seluruknya j———-——mr-—-
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ; —---—-—-

Manyatakan para Tergugat drk telah melakukan perbuatan melawan hukum
yang menimbulkan kerugian kepada para Penggugat drk baik secara materiel
rmaupun immaterial ;

Menghukum karenanya para Tergugat drk untuk membayar ganti kerugian
kepada para Panggugat drk baik materiel maupun immaterial yang besamya
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;= 100.000.000,- (Sebefas milyard rupiah) dengan seketika dan

-

i takan pukusan ini dapat dilaksanakan secara serta merfa {uitvoerbaar
bij voorraad) sekalipun timbul bantahan, banding maupun kasasi ;————

6. Menghukum para ]‘ergugéf drk untuk membayar blaya yang timbul dalam

perkara a-quo ;

Me=imbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan Replik tertanggal 4
Peorvari 2793 yang pada gilirannya dijawab dengan duplik tergugat VI sampai
dengan Tergugat XII tertanggal 27 Pebruar 2003, sedangkan Turut Tergugat
yang tida's sempat mengajukan jawahan, akhimya telsh mengajukannya dalam
Duslik terzznggal 27 Pebruari 2003 sebagai berikut :

I. DALAM ZiSEPSE:

© 1. PERGGUGAT TIDAK BERKWALITAS :

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajuksn oleh
Para Penggugat, untuk membuktikan pemilik yang sah atas bidaﬁg tanah a
que Turut Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan terebih
dahuw, bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah a quo
dan oleh karena permasalahan yang imbul dan terjadi dalam perkara ini
mer:Jakan keperdataan antare Para Penggugat dengan Tergugat I,
Tercegat 1, Tergugat TH, s/d Tergugat X1I, yakni jual beli atas kanah aqua
terseaut, disini sangatlah jelas gugatan Para Penggugat tidak berkwalitas,
Dengan tidak berkwalitasnya Para Penggugat menggugat Turut Tergugat
sehingga sudah sepantasnyalah gugatan Para Penggigat dinyatakan ditelak
atau setidak-tidakaya Gugatan Pen;_:)gugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-

Dancan demikian Turut Tergugat sekaligus mohon kepada Majelis Hakim
Penaadilan Negeri Jakarta Selatan aqar dikeluarkan dad pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mencfak dengan tegas seluruh dalitdalil Para
Penggugat, kecuali bila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas

kebenareniiya ;
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F%.‘:Baﬁl.ﬁ%, hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu
Ao dahviay

:'.:%esat Bn yang tidak dapat terpisahkan deagan pokok perkara ;— ————
LIEATS M -

£ 5dfivia terbukti Turut Tergugat tidak ada sangkut paut keperdataan dengan
Para Penggugat oleh karena ity sudah sepantasnyalah gugatan tersebut

. ditotak atau séﬁdak—tidaknya gugatan Para penggugat dinyatakan tidak

diterima ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terut Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim agar berkenan memutuskan perkara inf sebagai berikut :

Dalam Eksapsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat ;

- Menolak gugatan Pare Penggugat alou setidak-idaknya gugatan Para

Penggugat tidsk dapat diterima ;
Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-idaknya

gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

~  Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;—-—--—--——r-r—v

Apabila Majelis Hakimm Pengadifon Negeri Jakarta Selatan berdapat lain

Turut Tergugat mengharapkan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa di dalam membuktikan dafil-dalilnya penggugat tefzh
mengajukan bukb-bukl tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai
secukupnya bertanda P-1 sampai dengan P-24 masihg-rnasing tetah dibubuhi
meterai secukupnya selanjutnya telah disesuaikan dan dicocokan dengan surat

aslinya dipersidangan sebagai berikut :

.~

1. P-1 : Fatwa zhli waris No. 239/1979 yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Jakarta selatan ;

2. P2 : GirikfSurat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Digul bin Saban
No.863 ;e -

3. P33 : Surat ketetapan Padjak Peralihan tehun 1959 ;

4. P4 : SuratKetetapan Padjek Peraliban tshun 1955 ;

5. P-5 : SuratKetetapan Padjsk Peralihan tzhun 1956 ;
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S, =2t Kétetapan Padjak Peralihan tahun 1957 ;

Ur.a2n Desa Tahun 1958 ;-——

Surat Ketetapan Padjak Peralihan tahun 1961 ;

Surat Ketatapan Padjak Peralihan tahun 1362 ;
Surat penjelasan tanggal Pasarminggu 13 _Januari 195C j——

Surat Permohonan dari Pengurus Mesjid Jami Al Awwabin Polsek
Me=o Pasar Minggu dengan SK_03/Skepf04/vI2001 tanggal 18 Juni
2021 ;

Surat Keterangan No.24/1.711.1 tertanggal 17 Juni 2002 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Kecamatan
Pasar Minggu Kelumhan Pasar Minggu ;

Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik
No 26f1.711.1 tertanggal 27 Juni 2002 ;

Surat Keterangan dari Saleh dan Sunarje yang bekerja pada Jepan;-

Surat Perjanjian Tertanggal Pasar Minggu 18 Pebruari 1950 antara
pak Digul (Pemilik rumah dan kebon) dan Sasmita (Penyewa rumah
ters=but dan kebon) ;

Aktz Perdamaian daro perkara No.337.Gf1565 antara Digul bin
Saban (Penggugat) dengan Sasmita Cs (tergugat) ; —————

Surat pemyataan tertanggal 11 Januari 1978 yang dikelvarkan oleh
Pemerintsh Daerah Xhusus Ibukota Jakarta Wilayah Kota Jakarta
Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pasar Minggu ;

——

Surat Keterangan idzin Menggarep Tanah No.0372/LM.T/Adr{1965 ;

Surat Keterangan idzin Menggarap Tanah-No.U369[IlM.T/Adr11965 F .

Surat Keterangan idzin Menggarap Tanah No.0304/1.M.T/Adrf1965 ;

Ricikan atas riwayat tanah dari buku Leter C ;

Ikrar Wakaf yang dikelvarkan Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Tkrar Wakaf tertanggal 17 J_uﬁ
2002 M ; —

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Minggu
tertanggal 14 Maret 2003 ;
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Sertifikat Tanah Wakaf No.6 Propensi DKI Jakarta Kotamadya
Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pasar Minggu
yp:.ng dikeluarkan oleh Kantor Peitanahan Kotamadya Jakarta
Salal:an;

Menimbang, bahwa guna mengqatk.an sangkalannya, Tergugat VI sampai
dengan Tergugal XX 1alzh inengajukan bukti-bukli termlis yang setara bertanda
T.¥I-1 sampai dengan T.VI-8, T.VII-1 sampai dengan T.VI-9, T.VIO-1 sampat
dengan T.VI-6, T.IX-1 sampai dengan T.IX-7, T.X-1 sampai dengan T.X-8, T.XI-1
sampai dengan T.XI9 dan T.XII-1 sampai dengan T.XI-7 masing-masing telah

dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan

surat aslinya di-persidangan ssbagai berikut ;

Daftar Bukti Tergugat VI :

1. TVl :

2. T.VI-2. : Fotokop! surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara
No.23/1.711.1 tanggal 23.11.1%994 ;

3. T.VI-3. : Fotokopi surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara.
No.35{1.711.1f1999 tanggal 16.09.1999 ;

4. T.VI4 : Fookopi Jual beli rumah dan pemindahan hak No. 87 tanggal
17.04.1996 ;

5. T.VI-5. : Fotokopi kwitansi Jual Beli Tanah dari Tn. T.A. Boentaran kepada Ny,
Emma Rachman ;

6. T.VI-6. : Fotokopi Surat pemyataan Ny. Emma Rachman tanggal 31.10.1994 ;-
Fotokopi Surat peryataan Ny. Emma Rachman tenggal 15.04.1994 ;-

7. T.VI-7. : Fotokopi Surat Permyataan Tn. Samino tanggal 05.08.1998 ;———

8. T.VI8. : Folokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB} No. 14646/IMB-Gf78
tanggal 06.05.1978 ; e

9. T.VI-S. : Fotokopi pembayaran-pembayaran pajak atas bumi dan bangunan ;~

Dafar Bukti Tergugat VI :

1 Tva-l: Fotokopi akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan hak dar Kuasa No

Fotokopi akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan hak dan Kuasa
No.54 tanggal 25.08.1999 ;

55 tanggal 25.08.1999 ;
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(-3, :
4. TVIA.
5. TNO-S.:

6. TVI-6.:

7. TVI-7.:
B. T.VI-8.:

5. TvI-S.:

Daftar Bukt Tergugat VIH ;

1. T.VIO-L.:
2. T.VOI-2.:
3. T.VII-3.:

Ja

T.Vig4.:

T.VII-S.:

w

6. T.VILG.:

Daftar Bukti Tergugat IX :

1. TR
2. TIX2.

3. TIX-3.

4. T-IX-4,

: Fotokopi Akta Jual beli No,12/JB/1978 tanggal 24.05.1978 ;

i

Fotokopi surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara
No.23/1.711.1 tanggal 23.11.1934 ;

Fotokopi surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara
No. 36/1.711.1/1939 tanggal 16.09.1999 ;

Fotokopi Jual beli rumah dan pemindahan hak No. 87 tanggal
17.04.1996 ;

Fotokopi kwitansi Jual Befi Tanahi dari Tn. T.A. Boentaran kepada Ny.

Emma Rachman ;

Fotokopi Surat perﬁyataan Ny. Emma Rachman tanggal 15.04.1994 ;-
Fotekopi Surat pemyataan Ny. Emma Rachman tanggal 31.04.19%4 ;-

Fotokopi Surat Pernyataan Tn. Samino tanggal 05.08,1998 ;

Fotokopi Izin Mendirkan Bangunan (IMB) No.14646/IMB-PG/78
tanggal 06.05.1978 ;

Fotokopi pembayaran-pembayaran pajék atas bumi dan bangunan ;--

Fotokepi Sertipikat Hak Milik No. 2638fPasar Minggu ;
Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.24fPasar Minggu ;———-

Fotokopi Izin  Mendifkan Bangunan No.217/IMB/7S tanggal
21.02.1975;

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan tembahan No.62/IMB/Sik/95
tanggal 17.05.1995 ;

Fotokopi pembayaran-pembayaran pajak atas bumi dan bangunan ;-

: Fatokopi Sertipikat Hak Milik No.1632/Pasar Minggu ; ——————
! Folokopi Akt Hibah dan Pelepasan Hak No.78 tertanggal

29.08.1969 ;

: Fotokopi Surat Keputusan Ka Kantor Wilayah BPN DKI Jaka-rta

No.1.711.2/3310/09-04/458/B/1990 ;
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7.
Dafz- Bukt Tergugat X -

1.
2.

8.

Daftar Bukti Tergugat XI :

TIX-7.

T.X-1.
T.X-2.
T.X-3.

. T.X4.

T.X-5.

T.X-6.
T.X-7.

TX-8,

Fotokopl Alda Jual beli No.76/Notf1979 tanggal 15. 06 1979 4———

/ . Fotokopi IzmMendmkan Bangunan tambahan No 97/IMB/Sikf9S
A se-"

tanggal 14.07.1995 ;

: Fotokopi pembayaran-;;gmbayaran pajak ates bumni dan bangunan;-

: Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.642/Pasar Minggu ;——
: Folokopi Sertipikat Hak Pakai No.300/Pasar Minggy ; ———-————
: Fotokopi Akta Jual Beli No.1753f1.711.1/1983 antera H. Adang

Tanuatmadja dengan Ellen Sulistio ;

: Fotokopi Akta Jual Beli No.461/10/1989 tanggal 23.10.1989 antara

Ellen Sulistio dengan FT Bank Buana Indonesia Tbk ;

: Fobokopi Izin Mendirikan Bangunan No.25.703/IMB-PG/1978 tanggal

30.01.1978 ;

: Fotokopi Surat Keterangan No.25/1.824.511 tanggal 06.06.1990 ;—

: Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.45520 tanggal

06.06.1990 ;

: Fotokopi penibayaran-pembayaran pajak atas bumi dan bangunan;-

1. T.XI-1. : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2555/Pasar Minggu | —-———————
2 T.XI-2. : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 23{Pasar Minggu ;————
3. T.XI-3. : Fotokopi Akta Jual Beli No,2/1985/Pasar Minggu tanggal 17.07.1985; -
4, 7.XI4. : Fotokopi Sufat penyerahan hak atas tanah tertanggal 30,08.1982 ;-—
5. T.X1-5. : Fotokopi Akta Jual Beli No.3/DB.3/X/1978 tanggal 03,10,1978 ;——
6. T.XI-6. : Fotokopi surat keterangan lurah Pé;;ar Minggu tanggal 03.11.195%1 ;-
7. T.X-7. : Fotokopi Surat Ijin.Mendirikan Bangunan tertanggal 17.12.1951 ;—--
8. T.XI-B. : Fotokopi Surat Sewa Taﬁah Desa Tahun 1952 - 1959 ;»———vr—-
9. T.XI-9. : Fﬁtokopi pembayaran pajak atas tanah (IPEDA & PBB) :

Daftar Bukd Tergugat XII

1. T.XII-1. : Fotokopi Akta Pengikatan untuk Juai Beli ;
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4. T.X11-4. :

5. T.x71-5
6. T.5-6. -

7. TX4-7. :

. Fotokopt Surat Pemmyatan Tn Samino tanggat 05.08 1598 ;—

CX

-frotokopi Jual beli rumah -dan pemindahan hak No. 87 tanggal

17.04.1996 ;

. Fotokopi kwitensi Jual Beli Tansh dari Tn. T.A. Boentaran kepada

Ny. Emma Rachman ;

Folokopi Surat pemyataan Ny. Emma Rachman tanggal 15.04.1994;
Fotokopi Surat pernyataan Ny. Emma Rachman tanggat 31.04.1954;

Fotokopt Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.14646/1MB-PG/78
tanggal 06.05.1978 ;

Fotokopi pémbayaran-pembayaran pajak atas bumi dan bangunan;-

Menimbang, behwa tmit tergugat telah pula mengajukan bukb-bukt
tertulis yeng setara beitanda TT-1 sampai dengan TT-6 yang telah pula

Jisesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sebagai berikut :-

LoTT-n

5 TT-5.

: Buky Tanah Hak Milik No.2638fPasar Minggu tercatat ates nama

Paula Mulyadi ;

: Buktu Tansh Hak Guna Bangunan No. 24/Pasar Minggu tercatat atas

nama Drs. Arsil Abubakar ;

: Buku Tanah Hak Milik No. 1632fPasar Minggu tercatat atas nama

Rudy Hermanto Jie {(dh. Moeki Lim} ;

: Buku Tanah Halk Guna Bangunan No. 642/Pasar Minggu tercatat

atas nama PT. Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta ;—

: Buktu Tanah Hak Pakai No. 300fPasar Minggu tercabat ates nama

- PT. Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta ; ——————w--

: Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 23/Pasar Minggu tercatat ates

nama Rudyanto Darmali ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat, Tergugat VI sampai dengan

Tergugat XU dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-

masing tertanggal 29 April 2003 dan akhirnya para pihak tersebut telah memohon

putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan

sebagaimana

selengkapnya telsh termuat di dalem berita acare persidangan

Sengketa sertipikat..., Pety Fatimah, FH Ul, 2007




4

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan- gugatan penggugat adalah

sebagaimana ferursi di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pengguaat tersebut Tergugat VI s/d
XH mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :——

1. Gugatan kurang pihak, karena pamilik asal dari bldang-bidang tanah terpekara
yang telah dimiliki tergugat IX, Tergugat VIII dan Tergugat X yakni Ibu MIRA,

_ Dr. LEE SUAN HU dar;lhu ELLE! Hdak diikutkan sebagat pihak dalam perkara,
. padahal yang bersangkutan sangat penting kedudukannya berkenaan dergan
asal-usul kepemilikan tanzh oleh Tergugst IX, Tergugat VIII dan Tergugat X,
dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-

2. Gugatan penggugat Rechtsverwerking akibat lamanya waktu, karena
sebagaimana didalilkan oleh penggugat bahwa atas tanah terpekara
penggugat pernah membayar pajaknya hingga tabun 1962, dangan demikian
sejak itv penggugat tidak lagi memanfatkan dan menguasai tanah terpekara
yang berard sudah lewat waktu lebih dari 40 tahun, dengan mana penggugat

haius dizgnggap felah meizpaskan haknya atas tanah terpekara, sehingga tidak

lagi berhak mengajukan gugatan aquo ;

Bahwa sedangkan terhadap gugstan termaksud, turut tergugat telail pula
mengajukan eksepsi yang berkenaan dengan hal kwalitas penggugat mengajukan
gugatan terhadap turut tergugat, karena sengketa yang terjedi adalah antara
penggugat dengan Tergugat I, Tergugat 1, Tergugat I dan seterusnya sampai
dengan Tergugat XII berkenaan deagan jual beli den atau pengalihan hak atas

tanah terpekara ;

Menimbang, bahwa mencermal eksepsi-eksepsi yang diajuran para
terguigat dan tunut tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata bahwa eksepsi-
eksepsi tersebut fidak satupun yang berkenaan dengan masalzh kompebensi
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mermeriksa dan mengadili periara aquo,

t
i

Sengketa sertipikat..., Pety Fatimah, FH Ul, 2007

g 1



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demiklan pasal 136 HIR

mengisyaratkan tidak periy adanya suatu putusan sela melainkan akan diperiksa
dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan polok perkara j————————-

Menimbang, bahvsa sebelum majelis mempertimbangkan hal-hal eksesionat

yang berkenaan dengan hal-hal formal gugatan penggugat sebagai berikut :

Manimbang, bahwa pada bagian identitas para pihak tergugat, khususnya
Tergugat I, Tergugat B, Tergugat OI, Tengugat IV dan Tergugat ¥ yang didalam
persidangan tidak pernah hadir dan tidak perﬁah nula mengirimkan wakilnya yang
sah untwk jtu, dimana berdasarkan catatan Jurusita Penggant pada relaas
panggilan temyata bahwa pars fergugat tersebut sudah meninggal dunia
terkecuali Tergugat V yang sedang sakit keras dan terakhir sedang dirawat di
Rumah Sakit ;

Bahwa terhadap Tergugat 1, Tergugat H, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah
meninagal dunia, tdak ternyata penggugat didalam gugatannya menggugat para
ahliwarisnya masing-masing sedangkan penggugat sebenarnya dan sesungguhnya
mengetaii persis bahwa Tergugat 1, Tergugat If, Tergugat ! dan Tergugat IV

telah meninggal duniz ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukan gugatannya kepada ahli
warls dard almarhum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Il dan Terguat IV

sedangkan Penggugat sendii mengetzhui bahwa yang bersang!&u_tan telah .-

meninggal dunia dengan meninggalkan ahfi waris, maka gugatan penggugat safah

alamat (grror in person standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat salah alamat maka
gugatan penggugat patut dan adil untuk dinyatakan tidek dapat diterima ; dan

oleh karenanya pokok perkara persengketaan antara kedua befah pihak tidak
peru dipertimbangkan lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima
(niet onslag ontvankelijke), maka penggugat harus menanggung biaya perkara
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mbilan riby rupiah) ;

) ' : Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan KUHPmidata seda
- ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara i e
MENGADILT

DALAM EKSERSIT
Menolak eksepsi Tergugat 111, Tergugal VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,

Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat X1I dan serta Turut Tergugat j------------

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verdaarrd) ;

Wl

Menghukum parm penggugat untuk secarm tanggung renteng membayar
biaya perkara sebesar Rp, 1.22%.000,- (salu juta dua ratus dua puluh

sembilan ribu rupiah) ;--—--sememsene

Demilkian diputuskan dalam rapat’ pemusyawaraten  Majelis  Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada : Hari Selasa, tanggal 27 Mel 2003 oleh
kami : 1.D.G. Putra Jadnya, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Zainal Abidin, 5.H.

]

dan Fakih Yuwono, S.k., masing-masing sebagai Hekim Anggola. Putusan

mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk uniwm pada hari ity

——————

jyga oleh 1.D.G. Putra Jadnya, S.H., sebagai Hakim Ketva Majelis dengan
dihaciri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti : Jul Rizal,
S.H_., serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.-.

Hakin:: Angqota -~ T Hakim Kétua Majelis,
g, T4 A
. ZAIAL ABSBRES 1 L.D.G. PUTRA JADNYA, S H.

.

FAKIH YUWONO. S.H.
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Penam.,
__ Putusan/Peamoapan Perkara Pm'fPerdala dalam tingkat E;E;.‘C{é
foto Copy - B
Dari :

Tanggal 27 MEI 2003 .

: Nomor: 558/PINSG/2002/PN, JAK,SEL,
1

C AT ATAN : : _
Bahwa Putusan vermaksud Mo, 558/PDwiG/2002/PN,JAK;SEL. ,yang dipubus
pada tanggal 27 MEI 2003 , dibadiri acleh Kwvasa Hukuw Fenggugat dan
[uasa Hukum Yergugat , Penggugat Meoyatakan Banding padz tanggal

H =

5 JUNI 2003 , dan Pembarnding menyabut Bandingnya dengan suratmya ~ ]
tertanzgal 22 okteber 2003 .

jibuat sesuai dengsn aslinya pada tanggal 14 SEPLEMBER 2005 .
: e

: Putusan / PER&ESH ini dikeluarkan pada tanggat 14 SEPYEUBER 2005 ,
bto Copy )

tes Permohonan ; ___KUASA HUKUM ERBANDING 3 oo R 3

H g ————

! latan ”}(
N

nda Bayar di kes ; Mo Hj; LILIES DJUANIMGSIH, SH,

watanggal ____14-9~26805 ' KIP, 0400268345 __

pahtulis  :Rp 4,000 ,- v ) '

Llerai :Rp_ 62000 4~ + i,

mlah :Rp_ 16,000 , { Paraf Penerima )

IRHATIAN : .

~  Coret yang tidak periu

— Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan / Penetapan
Serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy
PUTUSAN / PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan tembar ini
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1. Bagaimana Pendapat Bapal terbadap sistem publikasi yang dianut di

Indomesia?

Berdasarkan wawancara dengan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Jakarta
Timur melalui Bapak Drs. Muhammad Fadli, S.H., bagian Wakil Kepala Sub. Seksi
Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian. Hak atas Tanah pada tanggal 23 Mei 2007:
Dalam sistem pendaftaran tanah dikenal 2 sistem publikasi yaitu sistem publikasi
posistif dan sistem publlikast negatif. Dalam sistem publikasi positif daftar umum yang

disajikan dikantor pertanahan mempunyai bukfi, maka orang yang terdaftar adalah

pemegang yang sah menurui hukum. Hal ini merupakan kelebiban dari sistem

publiikasi positif adalalt adanya kepastian dart pemegang hak, oleh karena itu.ada
dorongan bagi setiap orang untuk mendafiarkan haknya sehingga sistem pandaftaran
tanah di Indonesia bisa lebih menyeluruh ke pelosok-pelosok tanah air. Akan tetapi
dengan banyaknya pendaftar hak atas tanah maka pendaftaran yang dilahx-kan tidak
bisa dilakukan secara optimal dan dapat saja terjadi bahwa pendaﬂ_aran alas nama
orang yang tidak berhak dapat menghapus hak orang Iain yang berhak. Lain halnya
dengan sistem publikasi negatif,- dimana daftar umum yang disajikan di kantor
pertanahan tidak mempunyai kekuatan hukum sechingga terdaftamya seseorang dalam
dafiar umum tidak merupakan buldi bahwa orang tersebut yang berhak atas hak yang
telah didaftarkan, jadi orang yang didafiarkan tersebut akan menar.lggunng akibatnya
bila hak vang diperolehnya berasal dan orang yang tidak berhak, sehingga orang lalu
enggan untuk mendaflarakan hak-haknya, imilah kelemahan dari sistem negafif,

Sedangkan kelebihannya dari sistem ini dimana pendaftaran yang dilakukan lebih
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lancar/cepat karena pemegang hak sebenamya tidak dirugikan sekalipun oreng yang
terdafiar bukan orang yang berhak Jadi kesimpulannya karena kita menganut sistem
publikasi negatif yang mengandung unsur positif maka harus ditingkstkan pengetahuan
pertanahan oleh masyarakat dimana lpcmbukﬁan hak atas tanah merupakan hal yang
penting dalam rangka menjamin kepastian hukum yang membesikan kesempatan bagi
pemilik yang sebenamya untuk memperoleh haknya dan dengan kesadaran dibidang
pertanahan dapat memberikan kegiatan pemdaftaran tanah secara menyeluruh di
selnruh wilayah Indonesia sehingga cita-cita Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945 dapat tercapai.

2. Bagaimana peudapat bapak mengenai sengketa tanah dalam putusan NO:
558/PDT.G2002/PN.JAK-SEL: tanggal 27 Mei 2003 dikaitkan dengan
konsep itikad baik?

Berdasarkan wawancara praktisi hukum dari kantor konsultan hukum “Aditya [aw "

Firm” di Plaza Bapindo Tower Mandiri Lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-

55 Jakarta Selatan, melalui sumber Bapak Muhammad Aditya, SJH M.Hum., sebagai

pemilik “Aditya law Firm™ pada tanggal 21 Mei 2007:

Dimana dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak-pthak yang beritikad

baik membeli tanah dari tergugat I, 1L, IIT dan I'V dalam hal ini yaitu para pemilil;: 6

sertipikat hak atas tanah patut dilindungi, karena paré pihak tersebut telah memperoleh

haknya dengan peralihan hak dengan memberikan suatu konpensasi sejumiah harga
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atas tanah tersebut melalui itikad baik. Sehingga berdasarkan Pasal 1965 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk
kepada itikad buruk diwajibkan membukiikannya.

Setiap orang dianggap beriikad baik sedangkan ketidakjujuran harus
dibuktikan. Dalam hal tersebut ketidakjujuran tidak begitu saja dianggap ada, tetapi
harus dibuktikan. Undang-Undang tidak memberikan perumusan mengenai apa yang
di maksud dengan itikad baik. Akibatnya peranan hakim menjadi sangat penting untuk
memberikan arti dan isi dari pada itikad baik di mana berbeda untuk tiap-tiap kasus.

Maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970 maka
hakim selaku organ peradilan dalam melaksanakan tugasnya jika ia idak menemukan
hukum tertulis maka hakim wajib menggali hukum, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta harus memberi putusan berdasarkan
atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dimana hakim dituntut selalu
menerapkan profesionalisme kerja, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

terhadap pencari keadilan,
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